BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Menimbang
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

bahwa pembangunan yang merata disetiap scktor
merupakan salah satu dari tujuan Nasional yang harus
mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43
sampai dengan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomeor
g Tahun 2008 dan Pasal 155 sampai dengan Pasal 281
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 perlu menyusun pedoman pengendalian
dan evaluasi;

bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan agar
bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di
Daerah, perlu dilakukan pengendalian dan evaluas
rencang pembangunan Daerah dan rencana satuan

kerja perangkat daerah di lingkungan Pemernintah
Kabupaten Balangan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Satuan
Kerja Perangkat Daerah ;
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 teniang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4256);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencangan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 5234,

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nemor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 457 2);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 6
Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ([Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomeor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815});




10.

11.

12.

13,

14.

[P

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di  Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
MNomor 443);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
secbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 310}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemernintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 517);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008
Momor 2. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 43);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008
Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan ke Empat Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 2};
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SATUAN
KERJA PERANGHKAT DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

11.
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Daerah adalah Kabupaten Balangan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati secbagai unsur penyelenggara
pemerintahan  Daerah  yang memimpin pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bupati adalah Bupati Balangan Balangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD
adalah satuan kerja perangkat daersh pada Pemerintah Kabupaten
Balangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah vang selanjutnya disingkat
dengan Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Balangan.

Perencanasan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagal unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di
Kabupaten Balangan dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah vang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten
Balangan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten
Balangan untuk periode 5 {lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Balangan untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis SKPD vang selanjutnya disingkat dengan Renstra
SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD lingkup Pemerintah
Kabupaten Balangan untuk periode 5 {lima] tahun.

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah
dokumen perencanaan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya
disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 20 (dua puluhj tahun.
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya
disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 5 (lima) tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah vang selanjutnya disingkat dengan RKFP
adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kebijakan umum APBD yang selanjutnva disingkat KUA adalah
dokumen vang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patckan batas maksimal
anggaran vang diberikan kepada SKPD untuk setiap program scbagal
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran vang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan
kegiatan vang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam
bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Kerangka Regulasi adalah sekumpulan pengaturan vang diterbitkan cleh
pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapal
sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya
pembangunan daerah secara utuh.

Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun
jasa vang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan
daerah.

Kerangka Pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk
mencapai sasaran hasil pembangunan vang pendanaannya diperoleh
dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya
pembangunan daerah secara utuh.

Isu-lsu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena
dampaknya yvang signifikan bagi dacrah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan
tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadasn vang diinginkan pada

akhir periode perencanaan.

_Misi adalah rumusan umum mengenal upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif

untuk mewujudkan visi dan misi.

. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah

untuk mencapai tujuan.
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Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan gleh SKPD atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan

(inpuf) untuk menghasilkan keluaran [outpuf) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai
secara langsung sasaran program prioritas.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas vang terukur.

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau
kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau
dampak vang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program
atau kegiatan.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan wajib daerah vang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Sasaran adalah target atau hasil vang diharapkan dari suatu program
atau keluaran vang diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran {outpuf) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan,
vang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

Hasil (outcorne) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program,

Rencana tata ruang wilayah vang selanjutnya disingkat RTRW adalah
hasil perencanaan tata ruang vang merupakan penjabaran strategi dan
arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan
pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan
kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan
wewenang vang saling berhubungan dengan tujuan untuk
menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

BAB 1

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

Pasal 2

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan
untuk mewujudkan;

a.

konsistensi antara kebijakan dengan pelaksansan dan hasil rencana
pembangunan daerah;

onsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
e T




konsistensi antara REJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
korisistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan

e. kesesualan antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-
indikator kinerja vang telah ditetapkan.

B 0

Pasal 3

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan
pembangunan Daerah.

Pasal 4

Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
mencakup pembangunan Daerah pada wilayah Kabupaten dalam jangka
waktu tertentu,

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan Daerah;

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
Daerah; dan

¢, evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

BARE IlT

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan Daerah
meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka
menengah dan tahunan Daerah.

Pasal 7

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka
panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup
perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan
pembangunan jangka panjang Daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada avat (1), dilakukan melalui
pemantauan dan supervisi mulai dari tahsp penyusunan rancangan
awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, harus
dapat menjamin perumusan:
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(1)

(2}

(3)

(4]

a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka
panjang Daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran
pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi
Kalimantan Selatan dan Nasional;

b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah selaras
dengan arah dan kebijakan RTRW Kabupaten;

¢. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah selaras
dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah
kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan;

d. rencana pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan RTRW
kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalirantan Selatan;

e. prioritas pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan
prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan
dan Nasional; :

f, pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang Daerah
sesuai dengan pembangunan jangka panjang Nasional; dan

g dilakukan sesuai dengan tahapan dan tate cara penyusunan RPJPD
kabupaten/ kota.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah, telah mengacu pada
RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW Kabupaten seria
memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten,/kota lainnya di Provinsi
Kalimantan Selatan.

Pasal B

Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan
perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4] ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyvimpangan, Kepala Bappeda melakukan tndakan
perbaikan/ penyempurnaan.

Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Dacrah kepada
Bupati.

Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada
Gubernur Kalimantan Selatan sebagai lampiran surat permohonan
konsultasi rancangan akhir RPJPD kepada Gubernur Kalimantan
Selatan,

Pasal 9

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka
menengah Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup
kebijakan perencanaan strategis SKPD dan RPJMD.
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Pasal 10

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencakup perumusan visi dan
misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator lkinerja
SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalai
pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan
sampai dengan Renstra SKPD ditetapkan,

(3] Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada avat (2), harus
dapat menjamin perumusan:

a.

b.

visi dan misi SKPD berpedoman pada visi dan misi pembangunan
jangka menengah Daerah;

strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada strategi dan arah
kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah;

rencana program, kegiatan SKPD berpedoman pada kebijakan umum
dan program pembangunan jengka menengah Daerah seria
memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup stratcgis;

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikauf SKPD
berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan
pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah;

indikator kinerja SKPD berpedoman pada tujuan dan sasaran
pembangunan jangka menengah Daerah; dan

tahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan
pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3},
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan
kebijakan perencanaan strategis SKPD, telah berpedoman pada RPJMD
Kabupaten serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 11

(1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan
perencanaan strategis SKPD,

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (4] ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan
perbaikan/penyempurnaan.

FRRAr EADXI
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Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan
perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupah
melalui Kepala Bappeda.

Pasal 12

Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi
kebijakan perencanaan strategik SKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3).

Dalam ha! evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan
rekomendasi dan  langkah-langkah  penyempurnaan  untuk
ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD,

Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut  perbaikan/
penyempurnaan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala
Bappeda.

Pasal 13

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah
jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencakup
perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum
dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja Daerah.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan
awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),harus
dapat menjamin perumusan:

a. visi, misi, tujuan, sasaran, kecbijakan, strategi dan program
pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi,
arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah serta
pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah;

b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program
pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan arah,
kebijakan umum,serta prioritas pembangunan Nasional, arah,
kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan
pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai  dengan
kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;

¢. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah
Daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah
kabupaten / kota lainnya;

d. program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan
pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya;

e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah
mengarah pada pencapalan visi dan misi pembangunan janghka
menengah Daerah; dan
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. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3},
digunaken untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah,
berpedoman pada RPJPD dan RTRW, mengacu pada RPJMD Provinsi
Kalimantan Selatan dan memperhatikan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 14

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan
perbaikan/penyempurnaan.

Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap
kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada
Bupati.

Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada
Gubernur Kalimantan Selatan sebagai lampiran surat permohonan
konsultasi rancangan akhir RPJMD kepada Gubernur Kalimantan
Selatan.

Pasal 15

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan
Dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup perumusan
kebijakan Renja SKPD dan kebijakan RKPD.

(1)

(2)

(3]

Pasal 16

Pengendalian kebijakan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD.

Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap
penyusunan rancangan sampai dengan Renja SKPD ditetapkan.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, harus
dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan
indikatif dalam Renja SKPD mempedomani rencana program dan
kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah, RKPD serta sclaras
dengan Renstra SKPD.

vin)
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(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3],
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan
kebijakan Renja SKPD telzh berpedoman pada RKPD dan Renstra SKFD,

Pasal 17

(1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan
penyusunan Renja SKPD masing-masing,

{2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantavan dan supervisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan
perbaikan/penyempurnaan.

{3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan
perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 kepada Kepala
Bappeda.

Pasal 18

(1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi
kebijakan penvusunan Renja SKPD sebagimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat {3).

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sehagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan
rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk
ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.

(3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut
perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] kepada
Kepala Bappeda.

Pasal 19

(1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mencakup perumusan
prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas
Daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalu
pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan
awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada avat (2), harus
dapat menjamin perumusan:

a. prioritas dan sasaran pembangunan Daerah dalam penyusunan
RKPD, sesuai dengan program pembangunan Daerah yang
ditetapkan dalam RPJMD;
b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKFD,
suai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan
T
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c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD,
sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan
terutama program,kegiatan vang mencakup atau terkait dengan dua
wilayah Kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar
kabupaten/kota;

d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun
RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka
menengah Daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan
Provinsi Kalimantan Selatan; dan

e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKFD
kabupaten/kota.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan
kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada
RKPD Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 20

(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan ecvaluasi kebijakan
perencanaan pembangunan tahunan Daerah.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 avat (4] ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan
perbaikan / penyempurnaan.

(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan
pembangunan tehunan Daerah kepada Bupati.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal 21

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi pelaksanaan
RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 22

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah
kebijakan untuk mencapal misi dan mewujudkan visi pembangunan
jangka panjang Daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
pemantauan dan supervisi pelaksansan RPJPD.

£ |

i




14

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan
jangka panjang daerah Kabupaten Balangan, telah dipedomani dalam
merumuskan peniclasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi,
sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah,
telah dilaksanakan melalui RPJMD.

Pasal 23

(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJPD.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 avat (4) ditemukan adanya
ketidaksesuaian, penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan
perbaikan/ penyempurnaan.

(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJPD kepada Bupati.

Pasal 24

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 21, mencakup pelaksanaan Renstra SKFPD, dan
RPJMD.

Pasal 25

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra SKFD sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 24, mencakup indikator kinerja SKPD serta
rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD,

(2] Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra SKFD.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
dapat menjamin:

a, indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan,
serta pendanaan indikatil Renstra SKPD, telah dipedomani dalam
menvusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program,
kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja SKFPD; dan

b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD telah dijabarkan dalam
tujuan dan sasaran Renja SKPD.
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Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3],
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator
kinerja SKPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatil sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam
upaya mencapai visi, misi, tyjuan dan sasaran Renstra SKPD, telah
dilaksanakan melalui Renja SKPD,

Pasal 26

Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra SKPD masing-masing.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayvat (4] ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan
perbaikan/ penyempurnaarn.

Kepala SKPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra SKFD
masing-masing kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 27

Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(3), sebagal bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui
Kepala Bappeda menyvampaikan rekomendasi langkah-langkah
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.

Kepala SKPD menyampaikan  hasil tindaklanjut perbaikan/
penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] kepada Bupat
melalui Kepala Bappeda.

Pasal 28

Pengendalian pelaksanaan RPJMD lingkup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24, mencakup program pembangunan Daerah dan indikas:
rencana program prioritas vang disertal kebutuhan pendanaan.

Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui pemantauvan dan supervisi terhadap pelaksanaan
RPJMD.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, harus
dapat menjamin:

a. program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani
dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan
Daerah; dan
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b. indikasi rencana program prioritas vang disertai kebutuhan
pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan
kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan
tahunan Dacrah.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada avat (3),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program
pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah Daerah telah
dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 29

(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RPJMD.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan
perbaikan / penyempurnaan.

(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada
Bupati.

Pasal 30

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 21, mencakup Renja SKFD dan RKPD.

Pasal 31

(1) Pengendalian pelaksanaan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta
prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKFD,

Pasal 32

(1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), harus dapat menjamin
agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju,
dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun ke dalam
REA-SKPD.

{2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan
kegiatan, lokasi, dana indikatif vang disusun ke dalam RKA-SKPD sesuai
dengan Renja SKPD.
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Pasal 33

(1) Kepala SKPD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD masing-masing,

(2} Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud dalam  Pasal 31 ayat (2) ditemukan adanya
ketidaksesuaian /penyimpangan, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Balangan mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar
penyusunan RKA-SKPD masing-masing sesuai dengan Renja SKPD
masing-masing.

(3) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan
supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) kepada Bupati
melalui Kepala Bappeda,

. Pasal 34

(1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan
dan supervisi pelaksanaan Renja SKPD vang disampaikan oleh Kepala
SKPD di lingkungan Pemerintah Dacrah.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda
menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-
SKPD untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.

(3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/
penivempurnaan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati
melalui Kepala Bappeda.

FPasal 35

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan
daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu
indikatif.

(2) Penpendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKFD.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2], harus
dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang
ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan
KUA, PPAS dan APED.

{(4) Hasil pemantauan dan supervisi schagaimana dimaksud pada ayat (3],
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan
sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan

prioritas dacrah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan
KUA, PPAS dan APBD.
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Pasal 36

{1} Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RKPD.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayal (3) ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan,  Bappeda melakukan tindakan
perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada
Bupati.

BAB V
EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 37

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢, meliputi RRJPD, RPJMD, dan RKFPD,

Pasal 38

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,
mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk
mencapal misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang
Daerah,

(2) Evaluast sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melahai
penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada avat (2}, digunakan untuk
mengetahui:

o realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD
dengan capaian sasaran RPJMD; dan

b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan
RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang
Provinsi Kalimantan Selatan.

(4] Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {3), dilakukan untuk
memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan
pembangunan jangka panjang Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan
visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan.

(5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Pasal 39
(1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD.

(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan
adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan
perbaikan /penyempurnaan.

(3] Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD
untuk periode berikutnya.

FARES

&




9

(4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJFD kepada
Bupati.

(5} Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 40

(1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup Kabupaten Balangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mencakup indikasi rencana
program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai
misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan
jangka menengah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalu
penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.

{3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk
mengetahui:
a. realisasi @ntara rencana program prioritas dan kebutuhan

pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan
prioritas Daerah dalam RKPD; dan

b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang
direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran
pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3], dilakukan untuk
memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka
menengah Daecrah dapat dicapal untuk mewujudkan visi pembangunan
jangka panjang Daerah.

(5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun
dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

Pasal 41
(1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.

(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan
adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan
perbaikan / penyempurnaan.

(3] Hasil evaluasi RPJMD digunakan scbagai bahan bagi penyusunan
RPJMD untuk periode berikutnyva.

(4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada
Bupati.

(5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui kepala Bappeda Provinsi
Kalimantan Selatan.

Pasal 42

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mencakup hasil rencana Renja
SKPD dan hasil RKPD,
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Pasal 43

(1) Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok
sasaran, lokasi, serta dana indikatif.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
penilaian terhadap realisasi DPA-SKPD.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk
mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan
dana dan kendala vang dihadapt,

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (3}, dilakukan untuk
memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja SKPD
dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra SKPD serta
prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah lingkup
kabupaten/ kota.

(5) Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota dilakukan setiap
triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 44

(1) Kepala SKPD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD masing-
MAasing.

(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD
melakukan tindakan perbaikan/penvempurnaan,

(3) Hasil evaluasi Renja SKPD menjadi bahan bagi penyusunan Renja SKPD
untuk tahun berikutnya.

(4] Kepala SKPD menvampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalu: Kepala Bappeda sctiap
triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 45

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat [4).

{2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditemuken adanya ketidakscsuaian/penyimpangan, Bupati melalai
kepala Bappeda menvampaikan rekomendasi dan langkah-langksh
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.

(3) Kepala SKPD menyvampaikan hasil tindaklanjut
perbaikan,/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada avat (2) kepada
Bupati melalui Kepala Bappeda,

Pasal 46

{1} Evaluasi terhadap hasil RKEPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
mencakup prioritas dan sasaran pembangunan Daerah serta rencana
program dan kegiatan prioritas Daerah.

{2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (1), dilakukan melaluai
penilaian hasil pelaksanaan RKPD.
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(3} Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk
mengetahui:
a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah
dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan
yang dilaksanakan melalui APBD; dan

b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan
dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk
memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas
daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi
pembangunan jangka menengah Daerah dan mencapal sasaran
pembangunan tahunan Provinsi Kalimantan Selatan.

(5] Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil
evaluasi hasil Renja SKPD.

Pasal 47
(1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD,

(2] Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diternukan
adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan
tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD
untuk tahun berikutnya.

(4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada
Bupati.

(5] Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada avat (3)
kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Kepala Bappeda Provinsi
Kalimantan Selatan,

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pedoman pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan
rencana SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, adalah
schagaimana tercantum dalam Lampiran [, Lampiran [, Lampiran [,
Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VI, Lampiran VIII,
Lampiran 1¥, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII,
Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI dan Lampiran XVII, yang
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




Pasal 49
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setlap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daecrah
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin

pada tanggal 13 Mei 2015
BUPATI BALANGAN, 4

M

i‘" H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanpgs fei 2015

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015 NOMOR 13




LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN

DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGHKAT DAERAH

1. Dalam menyusun RPJPD Kabupaten Balangan, vaity mulai dari tahap
penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda
Kabupaten Balangan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap
kebijakan percncanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten
Balangan menggunakan Formulir Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan, sebagai
berikut:

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Balangan

= | Hasil Pengendalian dan Evaluasi

Kesenalan Falctar

No Jenin Kegiatan Penycbab | | DGAK Lanjut
Ada Tidak | Ketidak Ptﬂ:-'mm-:hrhmin
Ada | gegnaian e

i) (2 | 3 4] i3 - {8l

Pernbenitulcan tim penyusun RPJPD Kabupaten '
Balangan dan penyusunan fencana kera

Penyiapan data dan informasi

Penelanhan RTRW Kotn Banjariru

Analisis gambaran umum kondisi daerah Kabupaten '
Balangan

e e

Perumusan permasalahen pembangunan daerah
Kabupaten Belangan

Pencluahen BPJFN

Analisis fgu-isu strategis Kabupaten Balangan

Perumusan visi dan mis: dagrahKabupaten
Balangan

L =

Visi, misl, arah dan kebijakan pembangunan anghs
panjang daerah Kabupaten Balangan selaras dengan
wisi, misi, arah, tahapan dan priositas pembangunan
jangka panjang Provins: Kalimantan Selatan

Visl, misi, arah dan kebjjakan pembangunan jangha
panjang dacrak Kabupaten Balangan selaras dengan
visi, misd, arah, tehapan dan prioritas pembangunan
jangka parjang nesional

10.

11, Perumusan grah kebijakan.

Fumusan sasaran pokok dan amh Kebijakan
pembangunan janghs panjang dacrah Kabupaten
12 Balangun  sesuai dengan  arah  kebijakan
pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan

Rumusan sasaran pokock dan arah Hebijakan
13, pembangunan jangks panjang deerah Kabupaten

Balangan sesual dengen  arah kebimb@an |
pombangunan jangka panjang nesional

Arah dan kebijakan pembangunan jangkn panjang
14, dacrah Kebupaten Balangan selaras dengan arah
dan kebdpkan RTRW Kabupsten Balangan meliputl

14.2, | Indikasi program pemanfaatan Pola Ruang pado: |




Hasil Pengendalian dan Evaluasi

| Kesesuaian

Wenis Kegiatan
Ada

Tidak
Ada

Faktor
Penyebab
Ketidak

| Sesitmian

Tindak Lanjut

Penyempurnaan
Apabiln Tidal

(1}

(2] {3

W
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i5)

#. HKawasan Lindung:

1. kawssan yang memberikan perfindungan
awnsan bewsbhannya

o kowanan perlindungan setempat

. kownsan suaks alam

. kawasan rawan bencana alam

2
3
4, kawasan pelesiarian alam
5
-

. kawasan husn produks

2. kawasan pertanian

. lmwasan pertambangan

. Hawasan parmwisais

a3
4 kawasan industiry
5
&

. kawasan permukiman

7. kawasan konservasi budave & sefarah

14.b.

Indikas: program pemanfantan Struktur Buang,
pada:

& sistem perkotaan Kebugaten Balangan

b sisiem jaringan transportasi Kabupaten Balangan

¢: sistem jaringan energi Kabupaten Balangan

d. sistem jaringan telchomunikasl Kabupaten
Bulungan.

e. sigtem jaringan swmber daye air Kabupaten
|

Rumusan sasaran pokok dan arsh kebijakan |

pembangunan jangks panjang datrah Kabupaten |
Belangan memperhatikan RPJPD daerah innva

I
Rumusan sasaran pokok dan arah esbijaan |
pembangunan jengks panjang deersh Kabupaten i
Balangan wsesuai dengan arah kebijakan RTRW
Provinsi Kalimantan Selatn

Rumusan sasaran pokok dan arah l::n:bi.ium‘!
pembengunan jangka panjang daerah Kebupaien
Balangan sesuni dengan arsh kebijakan RTRW
nasional

Rumusan sasaran pokok dan amh ]u!hi}nhn"
pembangunan jengke panjang dacrah Kebupaten |
Balangan telah memperhatikan RTRW daerah |
lainnya

Pelakssnaan Forum Konsuleasi Pulii

Penyelarasan wisi dan misl dan arah -:tban'lnln
RPAJPD Kabupewsn Balangan

Prioritas pembangunan jangka panjang daeral |
Kebupaten Balangan sesual  dengan  priorites |
pembangunan jengka panjang Provinsi Ralmantan |
Selatan

Prieritas pembanpunan jangks paniang daeralh
Kabupawen Balangen assusl dengan  prionas
pembangunan jangka panjang nasional

Musrenbang REJPD memyepakati

Penajaman visi dan misi dasrah

HII.I‘.I.F'.LHI!: TELAFT, ..




Hasil Pengendalian dan Evaluasi

| Kescsuaian Faletar
Mo Jenis Kegiatan I Penyebak | PZ:;’;: '-"'-“!l'li;
Tidak ; pum
| Ada s | Apabila Tidsk
. Ae | Boguaian | PE
i (2 @ | | {8

Penyelarnsan sasarnn pokok den areh kebijakan
231b. | pembangunan jangka penjang daerah  untek
mencapal visi dan misl dacrah

e, Penajaman zasaran pokok pembengunan jangks
Iu.nlj:.ﬂ.!:hm'n.h

Klnrifikesi dan penajaman tahapan dan priontas

234, pembangunan jengha panjang deerah

Komitmen bernsms snmen pemangku kepentingan
23.e, | untuk mempedomani  RPJPD  melaksanakan

pembangunan daerah

Masknah kesepakntan hasil Musrenbang Jangkn
Panjang Daerah

5. Penyusunan rancangan akhir

Argh dan kebifakan pesmthangunan jJAngen paErjang
2% daerah selaras dengan arah den  Reljaksn

: pembangunan Jangka panjang drarsh
kabupaten/kola [ainmye

Rencana pembangunan jangka panjang dacrah |

7. selaras dengan RTRW kabupaien/koia lninnya

28, Kabupaten Balangan selaras dengan priori:s
pembangunan jangka panjang Provins! Kalimantan
Solmtan

B =

Prioritss pembangunan jangks panjang daerah
29, | Kabupaten Balangan selarms dengan priorites
| pembangdnnn fingks panjang nasional.

I Peniahapan dan jangks wakiu plmhl.nwn-.n jangha

w0 | panjang daerah Kabupaten Balangan sesual dengan
| pembangunan jangks panjang Provins: Kalimantan
Selatan

Pentmhapan dan jangks waktu pembangunan jangxa
11 panjang daerah Kabupaten Balangen sesual dengan
pembangunan jangks panjang nasional,

Penyusunen RPJPD Kabupaten Balangan dilalukan
- 32 geaumi dengan tahapan dan tata cara yang ciaoar
dalam peraturan Menteri Delam Negeit,

Penyusunan nasksh akodemis rancangan Perds | l
33I- mm_ | L

34, | Dokumen RPJPD yang telah disyahlkan. |

.................. tanggal ..
HEPALS BAPPEDA HABLIFATEN HN_MI'EA'H

Petunjuk Pengsan Formuhlr:
Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan vang akan dievaluasi;
Kolom {2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (V) va jika hasil pengendalian dan evaluasi ada
kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4] diisi dengan tanda eek [v) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada
‘kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

1I| FELN S | AL LA

ek




Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penvebab ketidaksesuaian
berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6] diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan
apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan
pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi
terhadap Kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten
Balangan kepada Bupati Balangan.

3, Bupati Balangan menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap
kebijakan perencansan pembangunan jangka panjang daerah, Kabupaten
Balangan, bersamaan dengan penyampaian rancangan akhir RPJPD Kabupaten
Balangan untuk dikonsultasikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

"(B'IJP%ITI BALANGAN, 4
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LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Balangan, yaitu mulai dari tahap
penyusunan rancangan awal sampal dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda
Kabupaten Balangan melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Balangan
menggunakan Formulir Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Balangan, sehagai
berikut:

Pengendalian dan Evaluas: terhadap Kebyjakan
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup
Kabupaten Balangan

Hasdl Pengendalinn dan Evaluasi

Kesesual Faktor .
o Jenis Kegiatan ke Penyehab | Tk Lanjut

Penyempismiaan
Ada | Tidak | Kenidak | ao.fa Tidak

Ada Sesugian

1) (2] 38| M i3 &)

Pemmbentukan Hm penyusun BRIMD Kabupaten
Balangan dan penyusunan rencana kerja

Z. Penytapan data dan mformas)

3 Penelaahan RTRW Kabupaten Balangan

4 | Analisis gambaran umum kondisi dasrah Kabupaien .
Balangan

5, Analisis pengelolasn lkeuangan daereh serta

keranghs pendanans

Perumisan permasalahan pembangunan daerah
Kabupaten Balengan

. Penelaakhan REJMN

" Analisis isu-isu  strategin pembangunan jangka
menengah Kabupaten Balangen

. Penelaahin RPIPD kabupaten fkote

0. Perumusan penjelasién visl dan misi

Rumusan visi dan misi pembangunan jangka
1 menengah dacruh selarss dengan visi dan misi |

" pembangunan jangks panjang deerah Kabupaten
Balangan

Rumusan visl, misi, tujuan, sasaran, kebijakan,
strategi  dan program  pembangunan  jangka
menengeh decrgh Kabupaten Balangan selaras
13 dengan arah, kebijalen umumseria  priontas
* pembangunan provinsi, arah, kebijaian, dan |
prioritas untuk bidang-bidang pembsngunan, dan
pembangunan kewilayvahan dalam RPJMD Provins)
Kelimanian Selatan




Hasil Pengendalian dan Evaluasl

Kesestuatan Faktor [ P
Mo Jenis Kegintan - Penyebab | Tindak Lanjut
Ada | T8k | Ketidak | " anamin Todak
Ada | =ssuaian pa
1] [2) i3 (4) [5) (6}

13.

Rumusan  vial, misi, tojusn, sasaran, kebinken,
strategi dan program  pembangunan  jangka
menengah daerah  Kabupaten Balangan selares
dengan arah, kebijakan umum.seria pOTIEAS
pembangunan nasional, arsh, hkebijakan, dan
prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan
pombangunan kewilayahan dalam RPEJMN

14,

Perumusan fujuan dan sasaran

L

Rurhusan tujuan dan sasaran pembingunan jangka
menengah dasrah berpedoman pada twjuan dan
sassran pembangunan jengks panjang daerah
Kabtipatien Balangan

Rumusan fujuan den sasaran pembangunen jangka
menengah dacrah berpedoman pada tujuan dan

gasaran pembangunen jangka panjang dacrah

Provinsi Kaltmantan Selatan

1r

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangha
menengah dacrah mengacu pada  tujusn dan
sazaran pembangunan jangka menengah nasional

18

Perumusan strategi dan arah kebijakan

19.

Rumusan arah kKebijgkan pembangunen jangks
menengah dacrah Kabupaten Balangan mengarah
pada pencapaian visl dan misi pembAnEUNAN jangka
menengah daerah Kabupaten Balangan

Perumusan  kebijaknn umum dan  program
pembangunan daerah

Fumussn  kebijakan umum dan  program
pembangunan jangka menengah dagrah Kabupaten
Balangan mengacu pada agenda  pembengunan
jangka menengah provinst dan nasional melipud ©

2la

Pencapaian tndikaror IPM

21.h.

Pencapalan target pelayanan publik dasar sesual
EFM

2l

Pencapaian trget MDO's  dan  pesjanjian

internasional lainnve vang telah diretrifixasi soperti: |

Carbon Trade, Clean Development Mechanism
[CDM), Copenhagen Green Climate Fund

21.d.

Permumbuhan ekonomi  yamg berkualitas: dan
berkelaniutan

21|

Penarunan tinghkat penganguran

2LF

Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan |

perbaikan distribusi pendEpaan dengan |
pelindungan sosial yang berbasis leluargs, |

pemberdayann masyarakar dan  perluasan
ekonomi masyarakar YENE
berpendapatan rendah

215

Peningkatan umur harapan hidup

2L.h,

Pengelolpan fingiungan dan sumber dayva  alam,
konservasi dan pemanfaatan  Hngkungen  hidup,
disertal penguasaan dan pengsiolaan ristho bencane

2l

Peningkatan kesehatnn masvaraka: dan linghungan,
penurunan angka kematizn [bu dan Bay

b E




Hasil Pengendalian dan Evalunsi

Kegeguninn Fakior .
Mo Jenis Reguian Pervebab Thudnkpfﬁmry::n
Tidak | Ketidak .
Ada Ada Py Apabila Tidak
(1 2 i3 44 {5 P

4.

Peninghkatan akses pendidikan yang berkualitas,
terjanghau, relevan, dan  efisien  menuju
terangkatnya  kesejghteraan  hidup  rakyat.
kemandirian., keluburan budl pekert, dan kerukter
bangse yang kuat. Pencapaian target indikater rotn-
rata lama seloclah, APM dan AP

21k

Peningkatan iklim investas dan iklim usaha

2Ll

Peningkstan lketahanan pongan dan  lanjutan
revitnlisan: pertanian uniuk mewljudkan
kemandirian pangan, peningkatan deaye  saing
produk pertanian, peningkatan pendspstan petani,
sertn Kelestarian lnghkungan don sumber daya alam.

2L.mi.

Program aksi dacrah tertinggal, terdepan. terluar,
dan pascakonfilc

2L,

Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan
budaya, karva semi, dan ilmu serta apresiasinya,
disertai pengembangan inovasi, dmu pengetahuan,
dan texnolog

Rumusan hhdjfxn um:.::dn::nhmiwlm
pembangunan jan mensn e pat=n
Balangar berpedoman  padas  RTRW Kabupaten
Balangen yenyg mebipati:

24,

Indikssi program pemanatan Pola Ruang, pada;

8. Rawasan Lindung:

1. Kewasan yang memberikan perlindungan
kawasan bavahanoye

Kavmsan perlindungsn setempat

Kzwasan suaka alam

Eawasan pelestarian alam

Kawmsat riwan bencana alam

o lomfaleln

. Hewasan lindung lainnya

b, HKawasan Budi Daya:

1. Kawasan hutan produls]

2. Kawasan pertanian

3. Kawmsan pertambangan

4. Howasan industri

58, Hawmsaan pariwisats

&, Hawasan permukiman

7. Hewasan konservasi budaya & sejarah

220

Indikesi program pemanfasian Strukiur Ruang,
paeda 1

A siaterm perkotasn Kabupaten Balangan

b. sistem jaringan transporins Kabuapaten Balangan

. sigtem jaringan energl Kabupaten Balangan




Jems Begatan

Hasil Pengendalian dan Evaluasi

Kosesuaian

Ada

Tidak
Ada

Faktar
Penyebab
Ketidal

SesLditan

Tindak Lanjut
Penyempurmnaan
Apabila Tidalk

i1

(2

i

e

15)

il

d, sisrem jaringan elekomunizas:  Kabupaten
Balungan

e, aistem jaringan sumber daya atr;

Pembahasan dengan DPRD untuk memperaleh
masuban dan saran

Perumusan Indikas: rencana program priorilas yeng
disertal kebumhan pendanaan

Pembahasan dengan SKPD Kabupatsn Balangan

Pelaksanaan forum konsultasi Publilk

Penyelarasan indikasl rencana program prioritns dan
kebutuhan pendanasn

Musrenbang ~ RPJMD Kabupaten Balangan
menyepakati;

Seasman pembangunan jangks menengah dacrah

Srrategl dan  sinkronisasi ambh kebijgkan
pembangunan jangka menengah daerah Sengan

pendelaten  ams-bawah dan  bewah-aies  sesun |

dengan kewenangan penyelenggaraan pemeriniahan
daerak

J8.c.

Kebjmkan umum dan program pembangtinan jangks
menengnh daermh dengan vis. misi dan program
Waltkows dan Wakil Bupats Balangan

Indikasi rencona prioritas pembangunan

program _
jangks menengah dacmhb yang disesuaikan dengan |

kemampuan pendanasn

Capaian indikstar kinerjs daerah pada kondisi sant
ini dan pada akhir periode RPJMD  Kebupaten
Balangan

Homitmen bersama éniars pemangiu kepentingan
untuk mempedomani RPIMD Kabupaten Balangan
dalam metaksanakan pembangunen dasrah

Maskah kesepakatan hasil musrenbang RRIMD

Penyusunan rancengan akhir

AL

Rumusan kebljakan, straizgi dan  progiam
pembanguoan  jangks menengah daersh selaras
dengan pembangunan jangks menengah daerah
Kabupeten Balangan lainnyva.

Program pembangunan jangka menengah daersh
selogns dengan pemanfiatan stoubior dan  pola
runng kabupsten | kota lainmya.

33,

Rumusan stratcgl dan erah kebijalmn pembangunan
jangka menengnh dasrmh  Kabupaten Balangsn
mengarah  pada  pencapajan  visl  dan  misi
pembangunan jangka menengah dacmh Kebupaten
Balangan

Peryusunan RPJMD EKabupaten Balangan sesusal
dengan tahapan den 1ata cara penyusunan RPIMD
kabupaten/ kota wvang diatur defam peraturan
Meneri Dalam Megen ini




Hasil Pengendaiian dan Evaluasi
Kesesuaian Faktor
Mo Jenis Kegiatan : Penyebab | ndal Lanjut
" Tidak | Ketidalk Penyermpumann
A -
s aatiatan Apahila Tidak
1] [2) (30 i) [5 1]

35, Penyusunan naskah axsdemis mncangsn Perda

RPJMD Kabupaten Balangan

18, Dokumen RPJMD Kabupaien Balangan yang telah |
disyahlkan

EESTAR ST T | P
HEPALA BAPPEDA KABUPATEN BALAMGAN

Petunjuk Pengisian Formulir

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan yang akan dievaluasi:

Kolom (2] dusi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3} diisi dengan tanda cck (V] ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada

kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut:

Kolom (4} diisi dengan tanda cek (V] jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada

kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5] diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian

berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom {5) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan

apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan
pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi
kebijakan perencansan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten
Balangan kepada Bupati Balangan.

J. Bupati Balangan menyampalkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap

kebijakan perencansan pembangunan jangkas menengah daerah Kabupaten
Balangan, bersamaan dengan penyampaian rancangan alhir RPJMD Kabupaten
Balangan untuk dikonsultasikan kepada gubernur Kalimantan Sclatan.




LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Dalam menyusun RKPD Kabupaten Balangan, vaitu mula: dan tahap penyusunan
rancangan awal sampal dengan rancangan akhir, Kepala Bappeda Kabupaten
Balangan melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan
pembangunan tahunan daerah Kabupaten Balangan menggunakan Formulir
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan
Tehunan Kabupaten Balangan, sebagai berikut:

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup

Kabupaten Balangan

Hasll Pengendalion dan Evaluasi

Kesesuazan Faktor Tindak L
Mo Jesls Keglatun Penvebab P:mmpL:"mmu
Ags | TRk | pedde n Apabila
AR | gesuming Tidak
i 2} (3 {3 {5 : LT
i Pembentukan tim peryusun REPD dan penyusunan !
= rencans kerjs,

Pengolahan data dan informasi,

Analisis gambaran umum kopdisi dasrnh

Analisis skonomi dan keuangan dasral.

il L

Evaling kinega tnhun lala

L

Penelaahan terhadap kebljekan pemerintah.

7 Peneisahan pokok-pokok pikiran DFRD Kabupaten
= N Balangen

B Perumusan permasalahan pembangunan  daerah
g Kabupaten Balsngan

Perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah
dan kebijukan keusngan dasrah,

d

Ferumusan REPD EKabupaten Balangan :rt.-wnll

10. dengan wvisi, misi, ersh kebijnkan dan program

Bupati Balangan yang ditciapkan dalam RPJMD
Kabupaten Balsngan

11 Perumuasan prioritas dan seasamn  pembangunon
' daesrah

Perumusan proritas dan sasaran  pembanginen
daerah whunan Habupaten Balangan telah
12, berpedoman pada kebijakan wmum dan program
pombangunan jangka menengah daerah Kabupaten
Balangan

Perumusan priorias dan sssaman  pembangonoan
i3, daersh hunan Kabupaten Balangan telah mengaru |
pada FEEP.

14. Perumusan program prioritay beserta pagu indikatf,

15, Pelaksansan forum konsuliasi publik.




Fo

Hausil Pengendalinn dan Evaluasd

Besssininn

Jenis Kegiatan

Tk
Ada

Frktor
Penyebab
Ketidak
Sesunian

Tindalk Lanjut

Penyempurnas
n Apabila
Tidak

(1l

(3

(3 )

(3}

ibl

16.

Peényelaresan rencana program  priorites:  deerah
beserta pagu indikatil

17.

Perumusan prioritas dan sssaren pémbangunan
dperabl  tshunen = Kebupaten Balangsn telab
berpedoman pada kebijakan vumum.

8.

Perumusan prioritas dan sassran pembangunan
dagrah  tahupan HKabupaten Balangsn telab

berpedomen  padaprogram pembangunan jangks
menengah dasrah Kabupaten Balangan

19.

Perumusan prioritas dan sasarsn  pembangunan

dasrah ehunan Kabupaten Balangan telah mengasu
pada RKF.

Perumuaan rencana progrmm dan kegiatan prioritasg
dasrali HKabupsitn Halangan dalam Tangkn
pencapainn SASATIN pembangunan  jangka
menenpeh daeral Kabupaten Balangan

21,

Perumisan rencana progrum dan keglatan prioritas
dasrah Kabupaten Balangss dalam mngka
pencapalan sasaran pembangdnan IRTEkR
menengah daerah Kabupaten Balangan

Perumusan rencans progrem dan kegiatsn prioritas
doerah Kabupaten Ealangan dalam rmangks
pEncapetan | saearsn | pembanganan  mhupan
nasional,

Fendangan program dan  Hegistan  prioritas
berdasarkan papgy indikatf wntuk masing-masing
SKPD Kabupaten Balangan telah memperhitungian
prakirean maju.

Musrenhang REPD ymng bertujusn @

248

Menyelaraskan progmm dan  kegaten prorntas
pembanganan dasrah Kebupsaten Balangan dengan
arah kebjakan, prioritas dan sasamn pembangunan
nasional scria wsulan program dan kegiatan -hasil
musrenbang kecamatan,

24.h.

Mengllanfikesi uslsn program dan kegmian yang
telah disampaiken masvarakst kepads pemerintah
desrnh Kabupiten Balsngan pads musrspnbosng
REFPD kccamatan dan/atau scbelum  musrenbang
dilalceansiomn.

REPD Kabupaten Balangan

..

Mempertajam indikalor dan target kinera program
dan kegiaian pembanpunean Kabupeten Halangan

24.4d.

Menyepakay prioritas pembangunan daersh seria
rencana lerja dan pendanaan,

i5.

Naskah kesepakatan hasil musrenbang RKPD

Sesual dengan tahepan dan [B18 CAME penyUSUNAD
RKPD Kanbupaten Balangan yvang diatur dalien
perataran Menteri Dalam Negeri ini.

Dokumen RKPD yang telah disyahkan. !
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Petunjuk Pengisian Formulir:

Kolom (1) diisi dengan uraian nomor urut kegiatan vang akan dievaluasi;

Kolom (2) diisi dengan jenus kegatan vang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (V) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada
kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4] diisi dengan tanda cek [v) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada
kesesuaian pada pelaksanann jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5} diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyvebab ketidaksesuaian
berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6} diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempumasn

apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan
pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi
kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Balangan
kepada Bupat: Balangan.

3. Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan
perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Balangan kepada
Gubernur Kalimantan Selatan.
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGEAT DAERAH

1. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaksanakan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJFD Kabupaten Balangan menggunakan Formulir Pengendalian
dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Balangan, sebagai berikut:

Kabupaten Balangan

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksansen REIPD

Petunjuk Pengisian Formulir:
Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, arah kebijakan RPJPD kabupaten /kota:
Kolom (2] diisi dengan uraian visi dan misi RPJMD kabupaten kota periode

pengendalian dan evaluasi;

Pericde EPJMD: ....... 5 it
REJRD RPN Kesesumian | Belevans T - Tm
Kabupatet | hota Kabupaten /lota Ya Ttk a 1 "d’l "’t‘ e
i 1@ (3a) ¢an} ) mo | .
Emd“ ot | iz dan Mini
|
Viniz | Wlisk:
Ir;;l-....l.....l. i Hm
Arah Kebijalan:
.................. 7T R

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BALANGAN

Kolom (3] diisi dengan tanda cek (v} jika Ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak
ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RPJMD kabupaten/kota

dengan RPJPD kabupaten/kota;

Pertanvaan kunci
* Apakah visi dan misi RPJMD kabupaten /kota vang juga merupakan visi
dan misi bupati/walikota mempunyai kesesuaian atau mengacu pada
arah kebijakan sesual tahapan RPJPD kabupaten /kota?

EFWHHII.I]I PURAT E511
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Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checkilist yang dibenkan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hast] evaluasi; dan

Kolom (B) dusi dengan hasil evaluas: yvang ditindaklanjut.

2. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Balangan kepada Bupati Balangan.

3. Bupati Balangan menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RPJPD Kabupaten Balangan kepada Gubermnur Kalimantan Selatan.
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaksanakan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJMD Kabupaten Balangan menggunakan Formulir Pengendalian
dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Balangan, sebagai berikut:

Fengendalan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Balangan

Periode RPIMD: ... - reae
Periode REPD: ...
RPIMD RKPD Kamwiupiin Hasil
Kabupaten [ kot Kabupaten /kotn Relevansi Evalussi | Tindak Tindak
Lanjui 1 "
Ta Ticlik
i1 2) | [2a) 3k} 4 i5) &}
Kehiaian dmam dan Prwrizas dan sasaran
FEORERLS pembangunan
w Lty tehinan
Indilas rencana Rencana program
progrem prioritas vang | prioritas, kegistan '
dlu.rm kerangka | prioritas, indikaos
pendanpan tahun lh:l.nuju. dan pagy
REPD teriait indilkatil

FARAT KASETRRAL

Petunjuk Pengisian Formulir:

Kolom (1) diisi dengan uraian kebijakan umum dan program pembangunan tahun
RKPD Kabupaten Balangan vang diuji dan indikasi rencana program
prioritas yang disertal kerangka pendanaan RPJMD Kabupaten Balangan
tahun REKPD Kabupaten Balangan yang diuji.

Kertas kerja gunakan tabel:
# Tabel kebijakan umum dan program pembangunan tahun evaluasi.

* Tabel indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka
pendanaan tahun evaluasi.

Lihat LAMPIRAN [l Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD dalam
peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

Kolom (2} dusi dengan uraian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dan
rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja dan pagu
indikatif RKPD periode pengendalian dan evaluasi,

Kertas kerja gunakan tabel:
+ Tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan

e Tabel indikas: rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator
kinerja dan pagu indikatif

£




Kolom (3]

Lihat Tabel T.V.C.88 dan Tabel T.V.C.92 dalam LAMPIRAN V Tahapan dan
Tata Cara Penyusunan RKPD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010.

diisi dengan tanda cek (V) di Kolom (3a) apabila ya, dan di Kelom (3b) jika
tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian RKPD Kabupaten
Balangan dengan RPJMD Kabupaten Balangan.

* Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKFPD

Kabupaten Balangan sudah sesuai dan merupakan penjabaran
kebijakan umum dan program pembanpgunan tahun terkait dalam
FPIJMD Kabupaten Balangan?

Lakukan perbandingan tabel kebjakan wumum dan program
pembangunan RPJMD Kabupaten Balangan tahun evaluasi dengan
tabel prioritas dan sasaran pembangunan tahunan RKPD Kabupaten
Balangan.

Apakah rencana program prioritas, kegiatan prioritas, indikator kinerja
dan pagu indikatil RKPD Kabupaten Balangan sesuai dan mengacu
serta menunjang indikasi rencanas program prioritas tahun RKFPD
Kabupaten Balangan terkait yang disertai kerangka pendanaan RPJMD
Eabupaten Balangan?

Lakukan perbandingan antara tabel indikasi rencana program prioritas
yang disertai kerangka pendanaan RPJMD Kabupaten Balangan tahun
evaluasi dengan tabel indilkasi rencana program prioritas, kegiatan
prioritas, indikator kinerja dan pagu indikatif REKPD Kabupaten
Balangan.

Apakah rencana program dan kegiatan RKPD Kabupaten Balangsn
mengacu dan merupakan penjabaran dari program pembangunan dan
indikasi rencana program prioritas RPJMD Kabupaten Balangan sesuai
dengan periode tahun bersangkutan?

Apakah indikator kinerja program dan kegiatan RKPD Kabupaten
Balangan sesual dan menunjang pencapaian target kinerja program
prioritas RPJMD Kabupaten Balangan, sesuai dengan tahun
bersanglkutan?

Apakah pagu indikatif dalam RKPD Kabupaten Balangan mengacu dan
merupakan penjabaran dari kerangka pendanaan pada tahun
bersangkutan?

Ya = apabila seluruh indikasi rencana program prioritas yang disertai
kerangka pendanaan tahun evaluasi dalam RPJIMD Kabupaten
Balangan ada di RKPD Kabupaten Balangan.

Tidak = apabila tidak seluruh indikasi rencana program prioritas yang
disertal kerangka pendanaan tahun evaluast dalam RPIMD Kabupaten
Balangan ada di RKPD Kabupaten Balangan.




Kolom (4] diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist vang diberikan;

Kolom (5) diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluas:: dan

Kolom {6) diisi dengan hasil dari evaluasi yang ditindaklanjuti.

2. Kepala Bappeda Kabupaten Baiangan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Balangan kepada Bupati Balangan.

3. Bupati Balangan menvampaiken hasil pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RPJMD Kabupaten Balangan kepada Gubernur Kalimantan Selatan
bersamaan pada saat penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APED
Kabupaten Balangan untulk dievaluasi.

\(ma.n BALANGAN, /




LAMPIRAN V1

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1, Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaksanakan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RKPD Kabupaten Balangan menggunalkan Formulir Pengendalian
dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten Balangan, sebagai berikut.

Pengendalian dan Evahiasi terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten Balangan

Kota e A e ——
Perode BEKPD T e L T
Perinds RAPRD T A S e
Pernde REri BEPTY 2 isiresmroissin
RKPD dan Kumpulan Renja SKPD APED dan | Kesewusian | Haall Tindade
Laporan - Evalussi | Tindek T
Kabcipalen Balangan Trivwalins Yo | Tuies - Lanjut
{1 ] (3ad | 138 4] 3 bed
Prioritas dan Sasaran Pembangunan KLTA l

Renconn program dan kegiation pooritas,
dan pagu indisatlf i

REA SKPD
Progron dan kegaten selumh Rengs |

KR paber
SKPD Kabupaten Balangan | Balangun
Realinas| pEncARRIAD CETEEL I

Laporan
Penyerapan dana Trwalansn |

kendain pelaksananan progrum

Petunjuk Pengisian Formulir:

Kolom (1) diisi dengan uraian informasi prioritas dan sasaran pembangunan;
rencana program dan kegutan prioritas; pagu indikatif RKPD Kabupaten
Balangan; program dan kegiatan seluruh Renja SKPD Kabupaten
Balangan; realisasi pencapalan target, penyerapan dana, dan kendala
pelaksanaan program. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan dasar
pengendalian dan evaluasi;

Kolom (2} diisi dengan uraian ringkas kebijakan umum anggaran (KUA); prioritas dan
plafon anggaran sementara (PPAS); dan laporan triwulanan periode
pengendalian dan evaluasi. Pastikan informasi ini tersedia sebagai bahan
uji pelaksanaan pengendalian dan evaluasi; dan




Kolom (3] diisi dengan tanda cek (v jika ya di Kolom (3a), dan di Kolom (3b) jika tidak
ada relevansi atau ketidaksesuaian antara dokumen RKPD Kabupaten
Balangan dan Renja SKPD Kabupaten Balangan terhadap APBD
Kabupaten Balangan dan laporan triwtlanan;

Pertanvaan kuneci:

# Apakah kebijakan umum anggaran mengacu pada prioritas dan sasaran
pembangunan dalam RKPD Kabupaten Balangan? Apakah informasi
terschut  telah sepenuhnya mengadopsi prioritas dan sasaran
prmbangunan dalam RKPD Kabupaten Balangan?

* Apakah penjabaran program dan kegiatan dalam PPAS Kabupaten
Balangan mengacu pada rencana program dan kegiatan prioritas dalam
RKPD Kabupaten Balangan? Apakah program dan kegiatan dalam FPAS
Kabupaten Balangan telah sepenuhnya mengadopsi rencana program
dan kegatan prioritas dalam RKPD Kabupaten Balangan?

# Apakah plafon anggaran dalam PPAS Kabupaten Balangan mengacu

pada pagu indikatif dalam RKPD Kabupaten Balangan?

* Apakah  pedoman penyusunan APBD Kabupaten  Balangan
mencantumkan informasi terkait KUA dan PPAS bagi SKPD Kabupaten
Balangan dalam menyusun RKA Kabupaten Balangan? Apakah
program dan kegiatan telah dipilah dengan jelas bagi tiap SKFPD
Kabupaten Balangan? Apakah target kinerja program dan kegiatan
prioritas  telah dicantumkan dengan jelas bagi SKPD Eabupaten
Balangan? Apakah plafon sementara tercantum dengan jelas bagi SKPD
Kabupaten Balangan?

Apakah program dan kegiatan serta indikator kinerjanya dalam Renja
SKPD Kabupaten Balangan tercantum dan diakomodasi lebih baik dan
akurat dalam RKA SKPD Kabupaten Balangan?

Kolom {4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;
Kolom (3) diisi dengan tundak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan
Kolom (8) diisi hasil dari evaluasi yang ditindalklanjut.

2. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten Balangan kepada Bupati Balangan.

3. Bupati Balangan menvampaikan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RKPD Kabupaten Balangan kepada gubernur Kalimantan Selatan.
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Petunjuk pengisian Formulir:

* Visi dan periode :

Tuliskan uraian visi jangka panjang Kabupaten Balangan vang dievaluasi.
Isikan nama kota, serta periode pelaksanaan RPJPD Kabupaten Balangan;

Kolom (1)

Kalom (2]

Kolom (3)

Kolom (4}

Kolom (5]

Kolom (5}

KRolom (7)

Kolom (8]

Kalom (%)

diisi dengan urut dan uraian misi jangka panjang Kota Banjarbau sesuai
dengan veng tercantum dalam RPJPFD Kabupaten Balangan Vang
dievaluasi;

dissi dengan indikator kinerja sasaran pokok dari setiap misi untuk
mengukur realisasi sasaran pokok pembangunan jangka panjang
Kabupaten Balangan yang dievaluasi. Indikator kinerja sasaran setiap misi
il dapat dituliskan lebih dari sata:

dusi dengan data capaian awal tahun perencanaan [data dasar tahun
perencanaan) untuk setiap indikator kinerja sasaran, Data capaian awal
tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target kinerja
periode perencanaan jangka panjang Kabupaten Balangan seperti tertulis
dalam RRJPD Kabupaten Balangan vang dievaluasi. Isikan jumlah valume
dan satuan data dasar vang digunakan pada Kolom tersebut:

dusi dengan target pencapasan kuantitatif sasaran misi pada akhir tahun
perencanaan. Kolom ini diisi dengan wvolume dan satuan target
sebagaimana yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Balangan yang
dievaluasi:

diisi dengan target kinerja sasaran untuk setiap indikator kinerja sasaran
misi pada setiap tahapan 5 (lima) tahunan RPJPD Kabupaten Balangan
sesudl dengan vang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Balangan, Kelom
ini diisi dengan volume dan satuan target untuk setiap tahapan RPJPD
Kabupaten Balangan:

ditsi dengan data realisast kinerja (dalam jumiah atau persentase] untuk
sctiap indikator kinerja sasaran misi berdasarkan capaian pada setiap
akhir periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Balangan, pada tahapan
EPRJPD Kabupaten Balangan berkenaan;

diisi dengan tingkat realisasi capaian kinerja sasaran misi, yang
merupakan rasio antara capaian dengan target pada setiap tahapan RPJPD
Kabupaten Balangan berkenaan. Tingkat realisasi ini dinvatakan dalam %
(persentase];

dusi dengan faktor penghambat vang menyebabkan tidak lercapainya
target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Balangan. Identifikasi
faktor penghambat vang paling signifikan vang tingkat realisasi capaian
kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Balangan selkurang-
kurangnya 2 (dua) pernyataan dengan kalimat singkat dan jelas;

contoh:

1. predikat yang dipervleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok
RPJPD dengan capaian 51% < 65% (rendah) maka faktor penghambat
vang dijelaskan yaitu faktor vang menyebabkan masih belum
tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Balangan
fgap) sebesar 400 =359,

2. precikat yang dipercleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok
RPJFD dengan capaian 76% = 90% (tnggi) maka faktor penghambat
vang diyelaskan yaitu faktor yang menyebabkan masih  belum
tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Balangan
lgap) sebesar 24% 210%.

diisi dengan faktor pendorong yang mendukung keberhasilan pencapaian
target target lanerja sasaran pokok RPJFD, Identifikasi faktor pendorong
yang paling signifikan sekurang-kurangnya 2 (dua) pernyvataan dengan
kalimat singkat dan jelas.




contoh:

1. predikat vang diperoleh terhadap capaian target kinerja sasaran pokok
RPJPD dengan capaian 51% = 65% (rendah) maka faktor pendorong
vang dijelaskan yaitu faktor vang mendukung tercapainya target target
kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten /kota tersebut mencapai 51%
s B5%.

2, predikat vang diperoleh terhadap capalan target lanerja sasaran pokok
RPJPD dengan capaian 76% = 90% (tnggil) maka faktor pendorong vang
dijelaskan yaitu faktor yang mendukung tercapainya target target
kinerja sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota tersebut dinyatakan
tingg.

Catatan :

dan penjelasan ditas, maka setap predikat capaian target kinerja sasaran

pokok RFJPLD Kabupaten Balangan vang peringkat kinerjanya dinilai,

harus diisi dengan penjelasan faktor pendorong pada pada Kolom [B] dan

faktor penghambat pada Kolom [9).

Kolom (10} diisi dengan usulan tindak lanjut dalam RPJMD Kabupaten Balangen
berikutnya guna membantu memastikan tercapainya target sasaran pokok
setiap tahapan RPJPD Kabupaten Balangan.

= Baris sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional diisi dengan sasaran

pokok pembangunan jangka panjang nasional scbagaimana tercantum dalam
RPJPN.

* Baris usulan tindak lanjut dalam RPJPD Kabupaten Balangan diisi usulan
kebijakan pada RPJPD Kebupaten Balangan periode perencanaan berikutnya
berdasarkan tingkat capaian kinerja sampal dengan akhir penode RPJPD
Kabupaten Balangan yvang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan
faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir
periode perencanaan janghka panjang Kabupaten Balangan.

4, Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melakukan penilaian rata-rata capalan
kinerja dan predikat kinerja pada Formulir, dengan menggunakan kriteria
tercantum dalam Tabel VII-C Permendagri Nomor 54 Tahun 2006,

3. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD
Kabupaten Balangan kepada Bupat Balangan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tshun.

4. Bupati Balangan menyvampaikan laporan evaluasi hasil RPJif’D Kabupaten
Balangan kepada gubernur Kalimantan Selatan.
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Petunjuk Pengisian Formulir:

= Sasaran pembangunan jangka menengah:

Tuliskan uralan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Balangan
yang dievaluasi.

Isikan nama Kabupaten Balangan serta perniode pelaksanaan RPIMD Kabupaten
Balangan.

Kolom (1] diisi dengan urut program prioritas jangka menengah Kabupaten Balangan
sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Balangan yang
dievaluasi,

Kolom {2) disi dengan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Balangan
yvang menjadi target kinerja hasil program prioritas jangka menengah
Kabupaten Balangan sesual dengan yang tercantum dalam RPIMD
Kabupaten Balangan vang dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan uraian nama program prioritas jangka menengah Kabupaten
Balangan sesuai dengan wvang tercantum dalam RPJMD Kabupaten
Balengan vang dievaluasi;

Kolom (4] diisi dengan indikator kinerja outcome/hasil program prioritas untuk
mengukur realisasi kinerjasasaran jangka menengah Kabupaten Balangan
yvang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas dapat dituliskan lebih
dar satii;

Kolom (5) diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun
perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data
capaian awal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target
kinerja periode perencanaan jangkas menengah kabupaten/kota seperti
tertulis dalam RPJMD Kabupaten Balangan yang dievaluasi. lsikan jumlah
volume dan satuan data dasar vang digunakan pada Kolom tersebut;

Kolom (&) diisi dengan target Kinerja(K) program prioritas vang harus tercapai dan
total anggaran indikatif (Rp] untuk setiap indikator kinerja sampai dengan
akhir pericde RPJMD kabupaten /kota;

Kolom (7) sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K| dan indikasi
anggaran (Kp] untuk setiap indikator kinerja program prioritas yvang harus
tercapai pada pelaksanaan REPD tahun berkenasn sebagaimana
tercantum dalam RPJMD Kabupaten Balangan vang dievaluasi;

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16) diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan
realisasi penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program
prioritas sebagaimana yang dihasilkan /dicapal melalui pelaksanaan REPD
Kabupaten Balangan tahun berkenaan;

Kolom (17)sampai dengan Kolom [21] didsi dengan rasio antara realisasi capaian
dengan targetuntuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat
capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian sectiap indikator
pada program tersebut.

Contoh rasio tingkat realisasi capaian dengan target untuk setiap indikator
kinerja program prioritas:
tahun 1 Kelom {17) = Kolom (12) : Kelom (7] x 100%
tahun 1 Kolom (17)(K) =[Kolom (12)(K} : Kolom (7)(K)] x 100%
tahun 1 Kolom {17)(Rp) =|Kolom (12)(Rp) : Kolom (T)(Rp)] x 100%
tahun 2 Kolom {18} = Kcolom (13) : Kolom (8] x 100%
tahun 2 Kolom (18){K] =[Kolom (13}iK) : Kolom {8){K)] x 100%
tahun 2 Kolom (18)(Rp) =IKelom [13}(Rp) ; Kolom (8)(Rpl| x 100%
dan seterusnya
Kolom (22) diisi dengan data capaian kinerja pada akhir tahun perencansan, baik

pada capaian kinerja program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp):
dan




3. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melakukan verifikasi akhir terhadap
rancangan akhir Renstra SKPD Kabupaten Balangan untuk menjamin
kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
SKPD Kabupaten Balangan dengan RPJMD Kabupaten Balangan, dan
keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.

Knm- TI BALANGAN £,
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Petunjuk Pengisian Formulir:
Kolom (1) diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum

Kolom (2]

Kolom (3)

Kolom (4]

Kolom (5}

dalam RKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi;

diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan ssbagaimana
tercantum dalam RKPD Kabupaten Balangan yvang menjadi target kinerja
hasil program /kegiatan prioritas RKPD Kabupaten Balangan;

diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/
Program /Kegiatan;

L“—' e Kode Urusan Pemerintzhan Daerah
L o e Kode Bldang Urusan Pemarintahan Daerah

~— Kode Program

—f Kode Kegiatan

diisi denigan:
s Uraian nama urusan pemernntahan daerah;

o Uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah, sesual dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urisan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan
Kabupaten /kota:

& Uraian judul program vang direncanakan: dan
¢ Uraian judul kegiatan vang direncanakan,
diisi sebagai berikut:

s Jenis indikator kinerja program (oufcome|/kegiatan (outpuf) sesuai
dengan yvang tercantum di dalam RPIMD Kabupaten Balangan;

» Indikator kinea program (oufcome} adalah sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah |efek langsung|.
Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator
kelnaran. Indikator hasil lebih utama daripada sckedar keluaran.
Walaupun output telah berhasil dicapal dengan baik, belum tentu
putcome program tersebut telah tercapai. Ouicome menggambarkan
tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi vang mungkin mencalup
kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan
mengetahui apakah hasil vang telah diperoleh dalam bentuk output
memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinva dan memberikan
kegunaan yang besar bagli masvarakat banvak. Oleh karena itu Kolom
ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yvang akan
dicapai selama periode RPJMD Kabupaten Balangan vang
direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah
disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi; dan

* Indikator Kinenja Kegiatan [(output/keluaran) adalah sesuatu yang
diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa
fisik atau non fistk. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur
keluaran vang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan
keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegatan vang telah
dilaksanakan sesual dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan
landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator
dikaitkan dengan sasaran vang terdefinisi dengan baik dan terukur.
Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan
instansi, Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian
indikator keluaran dari setiap kegiatan vang bersumber dari Renstra-
SEPD Kabupaten Balangan berkenaan,




Kolom (6) diisi dengan .

» Untuk baris program diisi dengan jumlah /besaran target kinerja (K) dan
anggaran indikatif (Ep) untuk setiap program sesual dengan vang
direncanalkan dalam RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan akhir
periode REBJMD Kabupaten Balangan;

o Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah /besaran target kinerja (K} dan
anggaran indikatif (Ep} untuk setiap kegiatan sesuai dengan vang
direncanakan dalam Rensira SKPD HKabupaten Balangan sampai
dengan akhir periode Renstra SKPD Kabupaten Belangan;

» Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dan seluruh kegatan pada
program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau
berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang direncanakan
dalam RPJMD Kabupaten Balangan; dan

= Angka tahun diisi dengan tahun periode RRPIMD Kaebupaten Balangan.
Kolom (7) diisi dengan:
# Angka tahun ditulis sesual dengan angka pada tabun n-2;

= Untuk barie progrom diisi denpgan realizasi jumliah kinerja (K] dan
penyerapan anggaran (Rp| program yang telah dicapai mulai dari tahun
pertama RPJMD Kabupaten Balangan sampai dengan tahun n-2;

* untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinega (K) dan
penyerapan anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan yang telah dicapai
dar tahun pertama RPJMD Kabupaten Balangan sampal dengan tahun
n-2;

* Contoh: RPJMD kabupaten/kota tahun 2007-2012, jike tahun berjalan
(saat imi] adalah tahun 2010, maka EKPD kabupaten/kota tahun
rencana adalah tahun 2011, Dengan demikian, Kolom 5 (lima) disi
dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai dengan tahun
2009  (realisasi APBD EKabupaten/Kota 2007, realisasi APED
Kabupaten /Kota 2008, dan realisasi APBD Kabupaten /Kota 2009).

Kolom (8) Diisi dengan:

* Pengsian Kolom mi bersumber dan dokumen RKPD Kabupaten
Balangan tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APED
Kabupaten Balangan tahun berjalan {tahun n-1);

¢ Untuk baris program diisi dengan:
al jumlah/besaran target kinena (K} untuk setiap program sesuai

dengan yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Balangan tahun
berjalan.; dan

b) jumlah anggaran (Rp| untuk setiap program sesuai dengan APBD
Kabupaten Balangan tahun berjalan.

» Untuk baris kematan diisi dengan:

al jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesuai
dengan vang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Balangan tahun
berjalan; dan
b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan APBD
Kabupaten Balangan tahun berjalan,
Kolom (9) sampai dengan Kolom (12] diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan
realisasi anggaran (Rp| pada setiap triwulan untuk setiap program dan
kegiatan dalam RKPD Kabupaten Balangan tahun berjalan;

Kolom [13)diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K] dan realisasi
(Rp) setiap program dan kegiatan mulal dari Triwulan | sampai dengan




3. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnasan tersebut
disampaikan Bupati Balangan melalui Kepala Bappeda Kabupaten Balangan
kepada Kepala BSKPD Kabupaten Balangan masing-masmg untuk
ditindaklanjuti, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Knuﬂ,lan m_,a,




LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Dalam menyusun Renstra SKPD Kabupaten Balangan, yaitu mulai dari tahap
penyusunan rancangan awal sampal dengan rancangan akhir, Kepala SKPD
Kabupaten Balangan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap
kebijakan Renstra SKPD Kabupaten Balangan dengan menggunakan

Formulir sebagai berikut:

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD
Kabupaten Balangan

Jenis Kegiatan

Haail Pengendalian dan Evaluasi

KESESLUAIAN

ADA

TIDAK
ADA

Fakror
Penyebtmb
Ketidalk
Sesuaian

Tindak Lanjut

Penyempurnaan
Apahila Tidalk

1]

3

(4]

153

()

Pembentulkan tim pemyusun Renstri SKPD
dan Penyusunan Agenda Kera

Penyviapan data dan informasi

Analisis gambaran pelayanan SEPD

Review Renstra K/L dan Renstra SKPD
Provinsl Kalimantan S=latan

Penelanhan Rencana Tata Ruang Wilayah
Rabupaten Balangan

Analiais terhadap Dokumen Hesil Kajan
Lingkungan Hidup Strategss (KLHS] sesuai
dengan pelayanan SKPD

Perumusan isu-isu strategs

Perumusan visi dan mis SKPD

Perumusan visd dan misi SKPD berpedoman

pada visl dan mis pembangunan jangks
men=sngah dasrah

in.

Perumusan fujuan pelayenan janghs
menangah SKPD

Perumdsan sasaran pelavanan jengka
menengah SKPD

1.

Mempelajari Surst Edaran Bupat Balsagan
perthal Penyusunan Rancangan Renstra-
SKPD Kabupaten Briangan Bsserin
lampirennye vaitu maooangan awal RRIMD
Kabupaten Balangan vang memuat indikator
keluaran program dan papu per-SKPD

Perumusan strateg) den kebijakan jangkn
menengah SKPD guns mencapal mrget
kincsia program prioritas RPIMD Kabupaten
Balangan vang menjadi tugas dan Nungsd
SKPD

Perumiisan rencena . program, |kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasamn dan
pesclanann tndisatl seluma 5 (lima) tehun,




Hasil Pengendalian dan Evaluasi
KESESUAIAN | Fakior
No Jenis Kegintan Penyehah Tindak Lemjut
TIDAK | Ketidak Penyempurmaan
ADA Tidalk
ADA | Sesuaian R
1] (2} (3 (4] {5 -1}
termesuk lokast kegintan
Perumusén indikeier kinerfa SKPD yvang
15 | mengacy pado tujuan dan sasaran RPJMD
Kabupaten Balangan |
16 Pelaicsanann forum SKPD Kabupaten I
" | Balangan
Perumusan indikator kinere, kelompok |
sasaran dan pendansan  mdikatd SKPD
17. | berpedaman pada indikisi rencana pmgrﬂ.m
prioritam dan kebutahen
pembangunan isngka menn—nﬂdn-r.lh
1B. | Perumusan rancangan akkir Renstra SKPD
Pentahapan pelaksanaan program SKPD
1g, | seauai dengan  peniahapan  pelaksanasn
program  pembangunan jangles menengah
dacrah Kabupaten Halangan
20, | Dokumen Renstea SKPD yang telah l
* | disyahkan .
AE A v TEAZEAl v misasasin
KEPALABKPD .......commin
FABUPATEM BALANGAN

Petunjuk Pengisian Formulir:
Kolom (1] diisi dengan nomor urut;
. Kolom (2] diiisi dengan jenis kegiatan vang akan dievaluasi;

Kolom (3] diisi dengan tanda cek (4] ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada
kesesuman pade pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4] diisi dengan tanda cek (V) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak
ada kesesumian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5] diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab
ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6] diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan
apabiia berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai
dengan pelaksanaan kegiatan.

2. Kepala SKPD Kabupaten Balangan melaporkan hasil rancangan akhir
Renstra SKPD masing-masing kepada Kepala Bappeda Kabupaten Balangan.




Hasil Pengendalinn dan Ewmlsasi
Hesssunlan Paltor Tindnk
No Jenin Kegintan —-I—— Penvebab Pmﬁup:.m
Tidak Hetidak
ME 1 adn | sesuaian unﬁ.imhlh”
i1] @ 3 | 4 5 i)
Program dan  kegiatan antar BKPD  Kabupaten
Balangan dengan SKPD leinnyva  dalam rangka
12, | optimalieasi  pencapaian AT prioritas
pembangunan dagrah telah dibahos dalam farum
SKPD Kshupaten Balangan
| Pendanaan program  dan  kegintan  prioritas
3 berdasarkan pagu indikatid onmuk mMERME-MASNE
13, | SKPD Kebupsten Balangan tclah menyusun dan , |
- memperhitungkan prakiraan haju [
| 14, I Dokumen Renja SKPD yang telah disyahken. | |
OPPRRIINL. . . .
KERALA SKPD
HABLPATEMN BALANGAN

{ 1

Petunjuk Pengisian Formulir:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;

Kolom (2] diisi dengan jenis kegiatan vang akan dievaluasi;

Kolom [3) diisi dengan tanda cek (V) va jika hasil pengendalian dan evaluasi ada
kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (V) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak
ada kesesualan pada pelaksanaan jenis kegatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab
ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6] diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan
apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tdak sesuai
dengan pelaksanaan kegatan.

2. Kepala SKPD Kabupaten Balangan melaporkan hasil rancangan Renja SKPD-
nya kepada Kepala Bappeda Kabupaten Balangan.

3. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melakukan wverifikasi terhadap
rancangan Renja SKFD Kabupaten Balangan untuk memastikan bahwa
rancangan Renja SKPD Kabupaten Balangan telah disusun sesuai dengan
RKPD Kabupaten Balangan.
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LAMPIRAN X1

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 13 TAHUN 20135

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGEAT DAERAH

1. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan menghimpun seluruh rancangan akhir
Renstra SKPD Kabupaten Balangan vang telah diteliti melalui verifikasi akhir,
untuk diajukan kepada Bupati Balangan guna memperoleh pengesahan
dengan menggunakan Formulir Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi
terhadap Kebijakan Renstra SKPD Lingkup Kabupaten Balangan, sebagai
bernkut:

Kesimpulan Pengendeliandan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra SKPFD

Kabuparen Balangan

Penjelmsan Hasil Pengendalian dan
" e e Evalussi

Ferumusan visi dan misi SEPD Kabupasen Balangan
1. | berpedoman pada visl dan misi pembangunan jengka
menengsh daerah

Perumusan strategi dan kebiakan SKPD Kabupaten
Z. | Balangan berpedoman pada strateg dan  arah
kebijakan pembangunan fengks menengah daerah

Perumusan rencana program. kepatan SKPD
3 Kabupeien Balangan berpedoman pads  kebifskan
T emum dan program pembangunan jangss menengah
dasrah

Perumusan indikater kinerja, kelompok sasaran dan
pendanasn ndikatf 3KPD Kabupatern Balangan
4, | berpedoman pada indikasi rencena progrem priorizas
dan kebutuban pendanaan  pembangunan jangks
menengah dasrakh,

Perumusan indikator kinerja 3KPD Kabuipaten
5. | Balangan berpedoman pada tujuan dan uurtn1
pembangunan jangks menengah dasrah

Pentahapan pelakssnasn program SKPD Kabupaten |
Balangan sesuni dengan pentahapen pelaksanasn |

program  penibangunan  jengka mensngah dasmah |
leabunaten ko, |

|||||||||||||||||||||||||||| [

HEPALA BAPPEDA MHUP!TEH BALAMGAN

{ }

2. Dalam hal Lerdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan
Renstra SKPD Kabupaten Balangan ditemukan adanya
ketidaksesunian / penyimpangan, bupati/walikota menyampaikan
rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti
oleh SKPD masing-masing.




3. Penyampaian rekomendasi dan langkah-langkah penvempurnaan tersebut
disampaikan Bupati Balangan kepada SKPD Kabupaten Balangan masing-
masing untuk ditindaklanjuti, paling lama 7 ftujub) hari kerja sejak venfikasi
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LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGEAT DAERAH

1. Dalam menyusun Renja SKPD Kabupaten Balangan, vaitu mulai dari tahap
penyusunan rancangan awal Renja SKPD Kabupaten Balangan sampai
dengan rancangan akhir Renja SKPD Kebupaten Balangan, Kepala SKPD
Kabupaten Balangan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap
kehijakan Renja SKPD Kabupaten Balangan menggunakan Formulir, sebagai

berikut:
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Rebijakan Renja SKPD
Kabupaten Balangan

Hasil Peogendalian dan Evalurs

Be i Tindak

Mo Jenis Kegiatan e H‘;:'u;:h Lanjut
| S Pi.r:u & Fentyenpurmn
eonlll l™ aar Apabiln

(1] (3 i3 %] i3] ]
1 Pembentukan dm penyusun Renja SKPD dan '
g Penyvusuenen Agenda Kerja,

Pengolahan data dan informast.

2 B

Analisis gamberan pelayanan SKPD

Mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD tahun el
berdaearken renstra-SKPD

-

5 Penentuan isu-isu penting penveélenggaraan igas
5 dan fungsi SKPD

B, Penelanhan rancangan awal REPFD

T Peruimusan tufuan dan sasaran, |

B Penelanhan usulan masynraknt, |

B Perumusan kegatan priocitas,

1% | Pelaksanaun forem SKPD

Menvelarmskan program dan Eegiatan SKPD dengan
10, | usulon program dan kRegatan hasil Mussenbang
kecamatan.

Memperunjam indikcator dan turget kinerja program
10.b, dan kegatan SKPD sesudal dengan tugas dan fungsi
BKFD

Mensinkionkan program dan kegiatan antar SEPD

106 Kabupeten Halangan dalam rangks optimalisasi
PENCApEIAT BAERArAN sesudi dengan kewenangan dan
atnergitas pelaksanaan

Menyesurikan pendanaan program dan  kegiatan
priovitas berdaserkan pagy indikati uniuk masing-
musing SRPD Kabupaten Balangan sesiim saral
edaran Bupat Balangan

10.4,

| Basaran Program dun kegiatan SKFD
11, kabupaten fkots disusun berdasarkan pendekitan
| kineria, perencansan dan penganEgaran erpadu

T

L




5. Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluass

pelaksanasan Renstra SKPD Kabupaten Balangan ditemukan adanya
ketidaksesuaian / penyimpangan, bupati/walikota melalui Kepala Bappeda
Kabupaten Balangan menyampaikan rekomendasi langkah-langkah

penyvempurnaan  untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD Rabupaten
Balangan.

. Kepala SKPD Kabupaten Balangan menyampaikan hasil tindak lanjut

perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati Balangan “melalui Hepala
Bappeda Kabupaten Balangan.
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LAMPIRAN XIII

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGHKAT DAERAH

1. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan menghimpun seluruh rancangan akhir
Renja SKPD Kabupaten Balangan vang telah diteliti melalui verifikasi, untuk
digjukan kepada Bupat Balangan guna memperoleh pengesahan dengan
menggunakan Formulir Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap
Kebijakan Renja SKPD Lingkup Kabupaten Balangan, sebagai berikut:

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluas: terhadap Kebijakan Renja SKPD
Kabupaten Balangan

| Penjelasan Hasil Pengendatian dan
Ho Asnek Evainnsd

Perumusan praritas dan sasaian  pombangionan
dagsrah tohunan lingkup Ksbupaten Bakngan telah
i berpedoman pada kebijakan umum dan progmm

1 pembangunan jangka menengal daerah Kabupaten
Balanigan sertsn mengacy dada REPD  Provinal

' Kaltmantan Sslatan dan BKP

Perumusan rencana program dan kKegiatan priorias
dacsrah lingkup Kabupaten Balangan delam ranghka
pencapaian  sasaran | pembangunan | jangka
2| menengah dacrah Kabupaien Balangsn seria
pancapaian sasaran pembangunan tnhunan Provins
KEnlimantan Selatan sarts pencapaian  sakaran
pembangunan mhunan nasional

............... T
KEPALA BAPPEDW KABURATEN BALANGAN

[ ]
Petunjuk Pengisian Formulir:
Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
Kolom (2) diisi dengan uraian aspek pengendalian dan evaluasi kebijakan
perencanaan pembangunan daerah; dan
Kolom (3) diisi dengan uraian penjelasan hasil pada setisp aspek vang
dievaluasi.
2. Dalam hal berdasarkan hasil telaahan pengendalian dan evaluasi kebijakan
Renja SKFPD Kabupaten Balangan ditemukan adanya
ketidaksesuaian /penyimpangan, Bupati Balangan menyampaikan

rekomendasi dan langkah-langkah penyvempurnaan untwuk ditindaklanjuti
oleh SKPD masing-masing.




3. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melakukan evaluasi terhadap laporan
hasil pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renja-SKPD Kabupaten
Balangan vang disampaikan oleh Kepala SKPD Kabupaten Balangan,

4, Dalam hal evaluasl darl hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya
ketidaksesuaian /penyimpangan, Bupati Balangan melalui Kepals Bappeda
Kabupaten Balangan menyvampaikan rekomendasi dan langkah-langkah
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD Kabupaten Balangan,

5. Kepala SKFD Kabupaten Balangan menyampaikan hasil tindak lanjut
perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati Balangan melalui Kepala Bappeda
Kabupaten Balangan., '

tnu?,ftﬂ mnﬂﬂﬁ.
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LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUAST RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGEKAT DAERAH

1, Kepala SKPD Kabupaten Balangan melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Renstra-SKPD masing-masing menggunakan Formulir
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten
Balangan, scbagai berikut:

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstta SKFD

Kabupaten Balangan
Periode Renstra SKPD: ....... =i

" I'f.eu-:hru:llh,-' .
RENSTRA-BEKFD
REJMD Kabupaten . i : Tindai e
Eabupaten Evaluasi : Tindak
Balangan Lanjut :
Balangan Ya Tidak _ Larjut
(1) 12 3a) | {3bj (4 i 15 16
Visi dan misi Visi dan misi '
Tujuan dan Tujuan dan
SEREITRO HEBATETN
Strategi dan Strategi dan
kebijakan kebijakan
Pensapan _ Indilator kinera
mﬁr kinerja dan saearan SKPD
Indikcasi rmufn:l Tujuan dan
e g SESATAT Program
¥yang diseriai dan kegintan dan
keburuhan s ilﬂl.il-r.u.il
pendanasn; i
................ L7157
HEPALA BHPD .o veviems
KABLIPATEMN MOTA

Petunjuk Penpgisian Formulir:

s Formubr ini digunakan untuk mengevaluasi setiap Kenstra SKPD Kota dalam
kaitannya dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Balangan.

e Formulir ini dilengkapi dengan alat bantu kertas kerja untuk mempermudah
perbandingan antara komponen RPJMD Kabupaten Balangan dan Renstra
SKFD Kabupaten Balangan,

Kertas kerja vang digunakan:
* Uraian visi dan misi RPJMD Kabupaten Balangan dan Renstra SKPD

Kabupaten Balangan.

» Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan dan Renstra SKPD
Kabupaten Balangan.

s Strategn dan kehijakan RPJMD Kabupaten Balangan dan Renstra SKPD
Kabupaten Balangan

* Penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Balangan.




= Indikator kinerja dan sasaran SKPD Kabupaten Balangan dalam Renstra
SKPD Kabupaten Balangan.

* Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
dalam RPJMD Kabupaten Balangan.

« Tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif dalam
Renstra SKPD Kabupaten Balangan.

Kolom (1) diisi dengan uraian visi, misi, mjuan dan sasaran, strategi dan
kebijakan; penetapan indikator kinerja daerah; dan indikasi rencana
program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dalam RPJMD
Kabupaten Balangan. Gunakan tabel indikasi rencana program
prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagai kertas kerja;

Kolom (2) diisi dengan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan
kebijakan; indikator kinerja dan sasaran SKPD kabupaten/kota:
tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana indikatif.
Gunakan tabel tujuan dan sasaran program dan kegiatan serta dana
indikatif sebagai kertas kerja;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (V] jika va di Kolom (3a}, dan di Kelom {3b] jika
tidak ada relevansi atau ketidaksesuaian antara uraian Renstra SKPD
Kabupaten Balangan dengan RPJMD Kabupaten Balangan

Pertanvaan kunci:

» Apakah visi dan misi SKPD Kabupaten Balangan menunjang wvisi
dan misi daerah dalam RPJMD Kabupaten Balangan jika dikaitkan
dengan pelaksanaan urusan sesual dengan tugas dan fungsi?

Apakah tujuan dan sasaran SKPD Kabupaten Balangan telah
disusun dalam rangka mendukung pencapaian tajuan dan
sasaran daerah dalam RPJMD EKabupaten Balangan dan sesuai
dengan urusan dan tugas dan fungsi SkPD Kabupaten Balangan?

Apakah strategi dan kebijakan dalam Eenstra SEPD Kabupaten
Balangan sesual dan merupakan penjabaran den strategi dan
kehijakan RPJMD Kabupaten Balangan pada urusan terkait?

Apakah indikator kinerja dan sasaran dalam Renstra SKFD
Kabupaten Balangan yang disusun berdasarkan tugas dan
fungsinya sesuami dan menunjang pencapaian mdikator knerja
dacrah dalam RPJMD Kabupaten Balangan terkait dengan urusan
vang ditetapkan?

Apakah tujuan dan sasaran program serta dana indikatif dalam
Renstra SKFD Kabupaten Balangan dijabarkan dan mengacu pada
nditkasi rencana program prorntas yvang disertas kebutuhan
pendanaan sesuni dengan urusan SKPD Kabupaten Balangan
tersebut dalam RPJMD Kabupaten Balangan?

Kolom (4) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist vang diberikan;
Kolom (5] diisi dengan tindak lanjut atas hasil hasil evaluasi; dan
Kolom (6} diisi hasil dari evaluasi vang ditindakianjuti.

.

2. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya
ketidaksesnaian /penyimpangan, Kepala SKPD Kabupaten Balangan
melakukan tindakan perbaikan /penyempurmnaan.

3. Kepala SKPD Kasbupaten Balangan melaporkan hasil pengendalian dan
evaluasi Renstra-SKPD kepada Bupati Balangan melalui Kepala Bappeda
Kabupaten Balangan,

4. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan menggunakan laporan hasil
pengendalian dan evaluasi Renstra-SKPFD Kabupaten Balangan scbagai
bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Balangan,

—
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Kolom (22)diisi dengan nama unit penanggung jawab dan pelaksana program dan

kegiatan sesusl dengan vang tercantum dalam Eenstra SKFD Kabupaten
Balangan vang dievaluasi.
Bans faktor pendorong keberhasilan pencapman diusi dengan hasil identifikasi
faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target.
Baris faktor penghambat pencapaian kinerja dissi dengan hasil identifikas: faktor-
faktor vang menghambat tercapainyae suatu target kinerja program priontas,

Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan
berikutnva diisi dengan usulan kebijakan dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan
bernlcutnva guna membantu memastikan tercapainya target program dan kegiatan
prioritas Renstra SKPD Kabupaten Balangan.

Baris tindak lanjut vang diperlukan dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan
berikutnva diisi dengan usulan kebijakan dalam Renstra SKPD Kabupaten
Balangan berikutnva berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir
perode Renstra SKPD Kabupaten Balangan vang dievaluasi beserta analisis faktor
penghambat dan fakior pendorong pencapaian kinerjanya. Baris ini hanva diisi
pada evaluasi akhir periode pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten Balangan.

Kepala SKPD Kabupaten Balangan melakukan penilaian rata-rata capaian kinerja
dan predikar Kinerja pada Formulin, dengan menggunakan kKoteria tercantum
dalam Tabel VIL.C.1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010,

Dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPD tahun ke-1 sampai dengan

tahun ke-5 pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten Balangan, Kepala SKFPD setiap
bulan Januari melaporkan hasil pe ian dan evaluasi kepada Bupat

Balangan melalui Kepala Bappeda Kabupaten Balangan.,

. Evaluasi Renja SKPD Kabupaten Balangan wvang merupakan tahun ke-5

pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten Balangan Kabupaten Balangan sckaligus
menjadi bahan evaluasi akhir perinde pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten
Balangan.

Kepala Bappeda Kabupaten Balangan mengpunakan laporan hasil pengendalian
dan evaluasi hasil Renja-SKFD Kabupaten Balangan sebagai bahan evaluasi hasil
Renstra SKPD Kabupaten Balangan.

Dalam hal penilaian laporan Kepala SKFD Kabupaten Balangan ditemukan adanya
ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati Balangan melslui Kepala Bappeda
Kabupaten Balangan menyampaikan rekomendasi langkah-langkah
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD Kabupaten Balangan.

Kepala SKPD Kabupaten Balangan menvampaikan hasil tindaklanjut
perbaikan /penyempurnaan kepada Bupati Ea]ang.n melalui Kepala Bappeda
Kabupaten Balangan.

't
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Petunjuk Pengisian Formulir:

Kolom (1) diisi dengan kode urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program /kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan wuraian urusan/bidang pemerintahan dan uraian

Kolom (3] diisi dengan indikator lkinerja program/kegiatan vang dicantumkan
dalam dokumen Renja SKPD Kabupaten Bealangan dan REA-SKPD
Kabupaten Balangan. Gunakan tabel indikator kinerja dalam dokumen
Renja SKPD Kabupaten Balangan dan RKA-SKPD Kabupaten Balangan
untuk tiap program dan kegiatan;

Kolom (4] diisi dengan lokasi kegiatan tahun rencana yang tercantum dalam Renja
SKPD Kabupaten Balangan dan RKA-SKFD Kabupaten Balangan.
Gunakan tabel rincian kegiatan vang juga mencantumkan lokasi
kegiatan;

Kolom (5] diisi dengan target capaian kinerja program/kegiatan vang ada dalam
Renja SKPD Kabupaten Balangan dan RKA-SKPD Kabupaten Balangan
dalam tahun rencana;

Kelom [6) diisi dengan besaran dana vang direncanakan untuk pelaksanaan
program /kegiatan pada tahun rencana dalam Renja SKFD Kabupaten
Balangan dan RKA-SKPD Ksbupaten Balangan;

Kolom (7] diisi dengan target capaian kinerja program /kegiatan yang tercantum
dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan dan RKA-SKFD Kabupaten
Balangan pada prakiraan maju rencana tahun evaluasi;

Kolom (8) diisi besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana program /kegiatan
prakiraan maju rencana tahun evaluasi dalam Renja SKFD Kabupaten
Balangan dan Kabupaten Balangan;

Kolom (9) dan Kolom (10) diisi dengan kesesuaian antara data Renja SKPD
Kabupaten Balangan dan RKA-SKPD Kabupaten Balangan pada Kolom
i3], Kolom {4], Kolom (5), Kolom (6], Kolom (7], dan Kolom {8];

Pertanyaan kunci:

» Apakah program dan kegiatan dalam RKA-SKPD Kabupaten Balangan
merupakan cerminan dari Renja SKPD Kabupaten Balangan?

Apakah lokasi kegiatan dalam RKA-SKPD Kabupaten Balangan lebih
spesifik dan sesuai dengan Renja SKPD Kabupaten Balangan?

Apakah pagu anggaran REA-SKPFD Kabupaten Balangan sesual
dengan pagu indikatif dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan?

Apakah prakiraan maju anggaran dan indikator dicantumkan dan
disusun lebih akurat dalam RKA-SKPD Kabupaten Balangan?

Apakah indikator kinerja dicantumkan, sesual dan lebnh akurat
(sesuai dengan ketersediaan anggaran) dalam RKA-SKPD Kabupaten

Balangan?
Kolom (11) diisi dengan keterangan dan penjelasan atas checklist yang diberikan;
Kolom (12) diisi tindak lanjut atau rekomendasi atas hasil evaluasi; dan
Kolom (13) diisi hasil dari evaluasi vang ditindaklanjuti.

1. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya
ketidaksesuaian / penyimpangan, Kepala SKPD Kabupaten Balangan mengambil
langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RRA-SKPD Kabupaten
Balangan sesuai dengan Renja-SKFD Kabupaten Balangan.

2, Kepala SKPD Kabupaten Balangan melaporkan hasil pemantauan dan supervisi
kepada Bupati Balangan melalui Kepala Bappeda Kabupaten Balangan,

'_.—-'| —

FUNEERNAT | FARAT KuT

£k




6. Kepala SKPD Kabupaten Balangan menyampaikan hasil tindaklanjut
perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati Balangan melalui Kepala
Bappeda Kabupaten Balangan selambat-lambatnva pada bulan Maret.

Tmhtn_mm.g,
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Petunjuk Pengisian Formulir:
s Nama SKPD dan periode:

Diisi dengan nama SKPD bersangkutan yang Renstra SKPD-nya dievaluasi, serta
periode pelaksanaan Renstra SKPD-nva vang dicvaluasi

e Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten Balangan yang mengacu pada
sasaran RPJMD Kabupaten Balangan:

Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja SKPD Kabupaten Balangan yang
mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum
dalam Benstra SKPD Kabupaten Balangan yang dievaluas.

Kolom [1]

Kolom (2]

Kolom (3]

Kolom (4)

Kolom (3)

Kolom (6]

Kolom (T)

dust dengan nomor urut program prioritas sesuai dengan Vang tercantum
dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi;

diisi dengan sasaran pelayanan jangka menengah SKPFD Kabupaten
Balangan sesuai dengan vang tercanium dalam Renstra SKPD Kabupaten
Balangan vyang dievaluasi yang menjadi  target kinerja hasil
program /kegiatan prioritas dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan
vang dievaluasi;

diisi dengan uraian nama program prortas sesual dengan vang tercanium
dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi;

diisi dengan indikator kinerja oufcome/hasil program prioritas untuk
mengukur realisasi kinerja program dan kegiatan prioritas Renstra SKFD
Kabupaten Balangan yvang dievaluasi. Indikator kinerja program prioritas
dapat dituliskan lebih dari satu;

diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan {data dasar tahun
perencanaan] untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Data
capaian swal tahun perencanaan ini menjadi titik tolak perumusan target
kinerja periode perencanaan jangka menengah SKPD Kabupaten Balangan
seperti tertulis dalam Renstra SKFD Kabupaten Balangan yang dievaluasi.
lsikan dengan jumlah volume dan satuan data dasar vang digunakan pada
Kolam tersebut;

diisi dengan target kinerja (K] program prioritas yang harus tercapai dan
total anggaran indikatif (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan
akhir periode Renstra SKPD Kabupaten Balangan:

sampai dengan Kolom (11) diisi dengan target kinerja (K} dan indikasi
anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinenja program prioritas yang harus
tercapai pada pelaksanaan Renja SKPD Kabupaten Balangan tahun
herkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKFD Eabupaten
Balangan vang dievaluasi;

Kolom (12) sampai dengan Kolom (16] diisi dengan realisasi capaian kinega (K} dan

realisasi penyerapan anggaran (Rp| untuk setiap indikator kinerja program
prioritas sebagaimana vang dihasilkan /dicapai melalui pelaksanaan Renja
SKPD Kabupaten Balangan tahun berkenaan;

Kolom (17) sampai dengan Kolom (21) diisi dengan rasio antara realisas) capaian

denggn target untuk setiap indikator kinerja program prioritas. Tingkat
capaian program prioritas adalah rata-rata rasio capaian setiap indikator
pada program tersebut; dan

Contoh rasio tingkat realisasi capajan dengan target untuk setiap indikator
kinerja program prioritas:

tahun 1 Kolom (17) = Kolom {12) ; Kolom (7} x 100%

tahun 1 Kolom (17)(K] =[Kolom (12)(K) ; Kolom [7){K}] x 100°%

tahun 1 Kolom (17)(Rp) =[Kolom (12) (Rp) : Kolom [7}(Rpj]| x 100%

tahun 2 Kolom (18) = Kolom (13 : Kolom (8] x 100%

tahun 2 Kelom (18){K) =|Kolom [13}{K) : Kolom (8]{K]| x 100%

tahun 2 Kelom (18)(Rp) =[Kclom (13}{Rp) : Kolom (8]iRp]] x 100%
dan seterilsnya.




Triwulan IV tahun pelaksanaan RKPD Kabupaten Balangan yang
dievaluasi;

Kolom |14} diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K] dan penyerapan
anggaran (Rp)] RPJMD Kabupaten Balangan pada setiap program dan
kegatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD Kabupaten
Balangan vang dievaluasi;

Kolom {14) = Kalom (7) + Kolom {13
Kolom {14)(K] = Kolom [7](K} + Kolom (13)(K)
Kolam [14){Rp) = Kolom 7] (Ep] + Kolom {13}{Rp]

Kolom (15) diisi dengan rasio antara realisast dan target RPJMD Kabupaten Balangan
sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKFPD yang dievaluasi, baik pada
capaian kinerja (K] maupun penyerapan anggaran (Rpl

Kolom (15) = (Kolom (14) : Kolom {6)] X 100%
Kolom (15}K] = (Kolom (14){K] : Kolom [&)(K)) X 100%
Kolom {15)(Rp| = [Kolom (14)(Rp) : Kolom (6)(Rp]) X 100%; dan

Kolom (16)diisi dengan nama SKPD vang bertunggungjawab dan melaksanakan
program dan/atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten
Balangan yang dievaluasi, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPFD
Kabupaten Balangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang
Organisas: Perangkat Daerah.

s Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi
faktor-faktor vang mendoreng tercapainya suatu target.

» Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-
faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

» Baris tindak lanjut vang diperlukan dalam triwulanberikutnya diisi dengan usulan
tindakan vang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membaniu memastikan
tercapainya sasaran pembangunan tahunan Kabupaten Balangan.

= Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam RKFPD berikutnya diisi dengan usulan
kebijakan dalam RKPD Kabupaten Balangan berikutnya berdasarkan tingkat
capaian kinerja sampai dengan akhir periode RKFD Kabupaten Balangan yang
dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian
kinerjanya, Usulan kebijakan ini terkait target kinerja dan pagu indikatif program
prioritas pada RKPD Kabupaten Balangan berikutnya. Baris ini hanya diisi pada
evaluasi akhir periode perencanaan tahunan Kabupaten Balangan.

2. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melakukan penilaian rata-rala capaian
kinerja dan predikat kinerja pada Formulir, dengan menggunakan kriteria
tercantum dalam Tabel VII-C Permendagri Nomor 54 Tahun 2010,

3. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten Balangan kepada Bupati Balangan.

4, Bupati Balangan setiap bulan Januar menyampaikan hasil pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten Balangan kepada Gubernur
Kalimantan Selatan.

\BupaT! Mﬁﬁ%
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Petunjuk Pengisian Formulic:

Nama SKPD dan periode:

Diisi dengan nama SKFD Kabupaten Balangan yang Renja SKFD-nya
dievaluasi, serta periode pelaksanaan Renja SKPD-nya vang dievaluasi
Indikator dan target kinerja SKPD Rabupaien Balangan yang mengacu pada
sasaran RKPD Kabupaten Balangan:

Diisi dengan indikator kinerja dan target kinerja SKFD Kabupaten Balangan
yvang mengacu pada sasaran RKPD Kabupaten Balangan sebagaimana
tercantum dalam Renja SKPD yang dievaluasi.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut program [ kegiatan pricritas sesuai dengan

vang tercantum dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan ¥yang
dievaluasi;

Kolom (2] diisi dengan sasaran pelayanan SKPD Kabupaten Balangan pada

tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja SKPD
Kabupaten Balangan yvang dicvaluasi yang menjadi target kinerja hasil
program /kegiatan prioritas dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan
yvang dievaluasi;

Kolom {3) diisi dengan uraian program/kegatan pricritas sesual dengan yang

tereantum dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan yang di evaluasi;

Kolom [4) diist sebagai berikut:

o Jenis indikator kinerjs program [outcome)/kegiatan (outpul) sesual
dengan yang tercantum di dalam Renstra SKPD Kabupaten

Balangan;

e Indikator kinerja program (outcome} adalah sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran kegatan pada jangka
menengah (efek langsungl. Penguluran indikator hasil seringkali
rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama
daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil
dicapai dengan baik, belum tentu oufcome program tersebut telah
tercapai, Outcoms menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil
lebih tinggi vang mungin mencakup kepentingan banyvak pihak.
Dengan mndikator outcome, organisasi akan mengetahui apalkah
hasil vang telah diperoleh dalam bentuk ocutput memang dapat
dipergunakan scbagaimana mestinya dan memberikan kegunaan
vang besar bagl masvarakat banyak. Oleh karena itu Kolom ini
digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang
akan dicapai selama periode RPJMD Kabupaten Balangan yang
direncanakan sebagaimana tercantum dalam REPIMD atau yvang
telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi;

« Indikator kinerja kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang
diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat
berupa fisik atau non fisik Indikator keluaran digunakan untuk
mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan, Dengan
membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah
kegiatan vang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan
suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang
terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus
sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Oleh karena itu
Kolom ini digunakan untuk mengsi uraian indikator keluaran
dari setiap kegiatan vang bersumber dari Renstra SKFD
Kabupaten Balangan berkenaan;

o,
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Kolom (3]

Kolom {6)

Kolom [7]

—_— S

diisi sebagal berikut:

« Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K|
dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap program sesuai dengan
yang tercantum dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan sampai
dengan akhir periode Renstra SKFD Kabupaten Balangan;

» Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja (K}
dan anggaran indikatif (Rp) untuk setiap kegiatan sesual dengan
yang tercantum dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan sampai
dengan akhir periode Renstra SKPD Kabupaten Balangan,

» Jumlah /besaran keluaran yvang ditargetkan dari seluruh kegiatan
pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelas:
dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang
tercantum dalam Renstra SKPD Kabupaten Balangan: dan

« Angka tahun diisi dengan tahun periode Renstra SKPD Kabupaten
Balangan.

diisi sebagai berikut :

« Angka tahun ditulis sesual dengan angka pada tahun n-2;

« Untuk baris program diisi dengan realisasi jumilah kinena (K} dan
peniverapan anggaran (Rp) program vang telah dicapal mulai dari
tahun pertama Renstra SKPD Rabupaten Balangan sampai
dengan tahun n-2;

« Untuk baris kegiatan diisi dengan jumiah/besaran kinerja (K) dan
penyerapan anggaran (Rp) untuk setinp kegiatan yang telah
dicapai dari tahun pertama Renstra SKPD sampai dengan tahun
n-2;

e Contoh: Renstra SKPD kabupaten/kota tahun 2007-2012, jika
tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2010, maka Renja SKPD
tahun rencana adalah tahun 2011, Dengan demikian, Kolom (5)
diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2007 sampai
dengan tahun 2009 (realisasi APBD 2007, realisasi AFBD 2008,
dan realisasi APBD 2009);

diigi sebagai berikut:

» Pengisian Kolom ini bersumber dari dokumen Renja SKPD
Kabupaten Balangan tahun berjalan vang sudah discpakati dalam
APBD Kabupaten Balangan tahun berjalan (tahun n-1);

» Untuk baris program diisi dengan:

a) jumlah/besaran target kinerja (K] untuk setiap program sesilal
dengan yang direncanakan dalam Renja SKPD Kabupaten
Balangan tahun berjalan; dan

b) jumlah anggaran (Rp) untuk setiap program scsual dengan
APBD tahun berjalan.

s Untuk baris kegiatan diisi dengan:

&) jumlah/besaran target kinerja (K) untuk setiap kegiatan sesua
dengar veng direncanakan dalam Renja SKPD Rabupaten
Balangan tahun berjalan; dan

bl jumlah anggaran (Rp) untuk setiap kegiatan sesuai dengan
APBD tahun berjalan.

sampai dengan Kolom (11) diisi dengan realisasi capaian lanena iK)

dan realisasi anggaran (Rp] pada setiap triwulan untuk setiap

Emgmm dan kegiatan dalam Renja SKPD Kabupaten Balangan tahun

crjalan;




Kolom (12} diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K] dan realisasi
anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan [
sampai dengan Triwulan [V tahun pelaksanaan Renja SKPD yang
dievaluasi;

Kolom [13) diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K] dan penyerapan
anggaran (Rp) Renstra SKFD Kebupaten Balangan pada setiap
program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja
SKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi;

Kolom (13) = Kolom {6) + Kolom {12
Kolom (13)(K} = Kolom [6)(K) + Kalom {125(K)
Kolom (13)(Rp} = Kolom (6)(Rp) + Kelom (12)(Rp

Kolom (14} diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra SKPD
Kabupaten Balangan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja
SKPD Ksbupaten Balangan yang dievaluasi, baik pada capaan
kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rpl;

Kolom [14) = (Kelom (13) : Kolom (5)) X 100%
Kolom (14)(K) = (Kolom (13)(K) : Kolom (5)(K)) X 100%
Kolom (14)(Rp] = (Kolom [13](Rp) : Kelom (3)(Rpll X 100%; dan

Kolom [15)diisi dengan nama unit SKPD yang bertanggungjawab dan
melaksanakan program dan/atau kegatan yang direncanakan dalam
Renja SKPD Kabupaten Balangan yang dievaluasi,

s Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian disi oleh SKFPD Kabupaten
Balangan dengan hasil identifikas falktor-faktor yang mendorong tercapainya
suan target.

» Baris faktor penghambat pencapaian kinerja diisi oleh SKPD Kabupaten
Balangan dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang menghambat
tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

» Baris tindak lanjut yeng diperlukan dalam triwulan berikutniya diisi eleh
Kepala Bappeda Kabupaten Balangan dengan usulan rtindakan vang
diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan
tercapainya sasaran pembangunan tahunan Kabupaten Balangan.

* Baris tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya diisi aleh
Kepala Bappeda Kabupaten Balangan dengan usulan kebijakan dalam Eenja
SKPD Kabupaten Balangan berikutnya berdasarkan tingkat capaian kinerja
sampai dengan akhir periode Renja SKFD Kabupaten Balangan yang
dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan faktor pendorong
pencapaian kinerjanya. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir periode
pelaksanaan Renja Kabupaten Balangan.

2. Kepala SKPD Kabupaten Balangan mclakukan penilalan rata-rata capaian
kinerja dan predikat kinerja pada Formulir, dengan menggunakan kritena
tercantum dalam Tabel VII-C Permendagri Nomor 54 Tahun 2010,

3. Kepala SKPD Kabupaten Balangan setiap bulan Januari melaporikan hasil
pengendalian dan evaluasi hasil Renja-SKPD Kabupaten Balangan kepada
Bupati Balangan melalui Kepala Bappeda Kabupaten Balangan.

4. Kepala Bappeda Kabupaten Balangan menggunakan laporan hasil
pengendalian dan evaluasi hasil Renja-SKFD Kabupaten Balangan sebagai
bahan evaluasi hasil Renstra SKPD Kebupaten Balangan.

5. Dalam hal penilaian laporan Kepala SKPD Kabupaten Balangan ditemukan
adanva ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati Balangan melalui Kepala
Bappeda Kabupaten Balangan menyampaikan rekomendasi langkah-langkah
penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh  Kepala SKPD Kabupaten
Balangan.




Kolom {23} diisi dengan rasio antara capaian kinerja pada akhir periode perencanasan

dengan target pada akhir tahun perencanaan, baik pada capaian kincrja
program (K) maupun total realisasi anggaran (Rp).

Kolom (23)(K} =|Kolom (22)(K) : Kalom (6)(K}] x 100%

Kalom (23)(Rp} = [Kolom [22}{Rp) : Kolom [6](Ep) | x 100%.

s Baris faktor pendorong keberhasilan pencapaian diisi dengan hasil identifikasi
fakror-faktor vang mendorong tercapainya suatu target.

» Baris faktor penghambat pencapaian kinera dusi dengan hasil identifikasi
faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program
prioritas.

« Baris tindak lanjut vang diperlukan dalam RKPD Kabupaten Balangan
berilutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD benkutnya guna
membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah
Kabupaten Balangan.

« Baris tindak lanjut vang diperlukan dalam RFJMD kabupaten/kota berikutnya
diisi dengan usulan kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Balangan berikutnya
berdasarkan tingkat capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD
Kabupaten Balangan yang dievaluasi beserta analisis faktor penghambat dan
faktor pendorong pencapaian kinerja. Baris ini hanya diisi pada evaluasi akhir
periode perencanaan jangka menengah Kabupaten Balangan.

Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melakukan penilaian rata-rata capaian
kinerja dan predikat kinerja pada Formulir, dengan menggunakean kriteria
tercantum dalam Tabel VII-C Permendagri Nomor 54 Tahun 2006.

Kepala Bappeda Kabupaten Balangan melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD
Kabupaten Balangan kepada Bupati Balangan..

Bupati Balangan menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RPJMD
Kabupaten Balangan kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

Jadwal penyampaien terhadap hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Balangan oleh
Bupati Balangan kepada Gubernur Kalimantan Selatan adalah pada setiap bulan
Januari berdasarkan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Balangan tahun scbelumnya.
Evaluasi RKPD Kabupaten Balangan yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan
RPJMD Kabupaten Balangan sekaligus menjadi bahan evaluasi akhir periode
perencanean jangka menengah Rabupaten Balangan.
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